
BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWISI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR

. TENTAI\iG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

L'T'1\ LiAN KAHIVIAI T UHAN YAl\Li MAHA T:,SA

RIJPATI TORA.IA T]TARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat
(3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan kmbang.

1. Undang-Undang 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Seiaian (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(kmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan f)aerah (Lemtraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5679);

l,z
Menimbang

Mengingat



meiaiui Anggaran Pendapatan cian Beianja Daerah
kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, peiaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan Pemerintahan i,embang.

8. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang

dibantu perangkat Lembang sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Lembang.

1O. Badan Permusyawaran Lembang yang seianjuinya
disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Lembang berdasarkan
keterwai<ilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

ii. Keuangan kmbang adaiah semua hak dan

kewajiban kmbang yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Lembang.

12. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah

keseluruhan kegiai:al yang meiiputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggunglawaban keuangan irmbang.

13. Rencana Kerja Pemerintah trmbang, selanjutnya

disebut Ri(P Lembang, adalah penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang

untuk jangka waktu i (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatal dan Belanja Lembang,

selanjutnya disebut APB kmbalg, adaiah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan l,e mbang.

15. Penerimaan Lembang adalah uang yang masuk ke

rekening kas kmbang.

i6. Pengeluaran kmbang adalah uang yang keluar dari

rekening kas kmbang.



Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG.

BA,B I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal i
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oieh Pemerintah Daerah cian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menumt asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya da-lam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Repubiik indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyeienggara Pemeriniahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusarl pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan kmbang Kabupaten Tor4la Utara.

5. Lembang acialah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urt.lsan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asai usui, cian/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dipertrntukkan bagr lrmbang yang ditransfer



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 20i4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Incionesia
Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan
Peraiuran Pcmcrinlah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentaitg Pet aturarl
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4
teniang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4

teniang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864i;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2O14 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun

2O i 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berii:a

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3

Tahun 2OLS tentang Pemerintahan l,embang

(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Uiara Tahun

2015 Nomor 3);



i7. Penciapatan adaiah semua penerimaan Lembang

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak
Lembang rian ddak periu dikembalikan oieh

lembang.

18. Beianja Lembang aciaiah semua pengeiuaran yang

merupakan kewajiban Lembang dalam I (satu)

tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali

oleh Lembang.

19. Pembiayaan l,embang adaiah semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada iahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
Emggaran berikutnya.

2O. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

irmbang, yang selanjutnya disingkat PKPKL, adaiah

Kepala kmbang yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan kmbang.

21. Pelaksana Pengelolaan Keualgan Lembang, yang

selanjutnya disingkat PPKL, adalah perangkat

kmbang yang melaksanakan pengeloiaan keuangan

Lembang berdasarkan keputusan Kepala Lembang

yang menguasakan sebagian kekr.rasaan PKPKL.

22. Sekretaris t-embang adalah perangkat Lembang

yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan

sekretariat Lembang yang menjalankan trrgas

sebagai koordinator PPKL.

23. Kepaia Urusan, yang seianjutnya ciisebut Kaur,

adalah perangkat t embang yang berkedudukan

sebagai unsur staf sekretariat i,embang yang

menjalankan tugas PPKL.

24. Kepaia Seksi, yang seianjutnya disebut Kasi, acialah

perangkat kmbang yang berkedudukan sebagai

peiaksana teicnis yang menjaiankan tugas PPKL.

25. Rekening Kas Lembang adalah rekening tempat

menyimpan uang Pemerintahan kmbang yang



menampung seiuruh penerimaan irmbang cian

digunalan untuk membayar seluruh pengeluaran
Lembang daiamm i (satu) rekening pada bank yang
ditetapkan.

26. Badan Usaha Milik irmbang, seianjutnya disebut
BUM Lembang, adalah badan usaha seluruh atau
sebagian besar modainya dimiiiki oleh Lembang

melalui penyertaan modal secara lalgsung yang

berasal dari kekayaan i.embang yang riipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan

masyarakat Lembang.

27.Dana Caciangan adaiah dana yang riisisihkan guna

mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

28. Surplus Anggaran Lrmbang acialah selisih lebih

antara pendapatan kmbang dengan belanja

Lembang.

29. Delisit Anggaran l,embang adalah selisih kurang
antara pendapaian kmbang dan beianja Lembang;

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disebut SiLPA adaiah selisih iebih reaiisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

satu periode anggaran.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA arialah dokumen yang memuat

rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang

akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBl,embang.

32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang

seianjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang

memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang

disediakan dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan



kegiatan yang teiah ditetapkan dalam Perubahan

APB Lembang dan/atau Perubahan Penjabaran

APB Lembang.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran l,anjutan yang

selanjuinya disingkat DPAL adalah dokumen yang

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan

dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya

berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

34. Pengadaan barang/jasa kmbang yang seianjutnya

disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah

kegiatan untuk memperoieh barang/jasa oleh

pemerintah [rmbang, baik dilakukan melalui

swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

35. Rencana Anggaran Kas Lembang yang selanjutnya
disebut RAK Lembang adaiah dokumen yang

memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang

digunakan mengatur penarikan ciana dari rekening

kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaral

berdasarkan DPA yang telah riisahi<an oleh Kepala

Lembang.

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiaian pengaciaan barang dan jasa.

37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang

seianjutnya disingkat APIP adalah inspektorat
Daerah Kabupaten.

Bagian Keciua

Asas Pengelolaan Keuangan lrmbang

Pasal 2

(1) Keuangan Lembang dikelola berdasarkan asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran;

(2) APB irmbang merupakan dasar pengeioiaan

keuangan Lembang dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember.



.EIA.E II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

Bagtan Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang

Pasai 3
(1) Kepala Lembang adalah PKPKL dan mewakili

Pemerintal-r Lenebang daiarn kepemilikan kekayaair

milik Lembang yang dipisahkan.

(2) Kepala Lembang selai<u PKPKL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang peiaksanaan aPB

Lembang;

b. mene tapkan kebijakan tentang pengelolaarr

barang milik Lembang;

c. meiakukan tinda,kan i'ang rnengakibatkan
pengeluaran atas beban APB Lembang;

d. menetapkan PPKL.;

e. menyetujui DPA, DPPA, DPAL;

f. menyetujui RAK kmbang;
g. menyetujui SPP.

(.3) Dalam melaksarra-kan kekua,sa,a,n pengelolaal

keuangan Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2.1, Kepa1a Lembang menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada perangkat Lembang selaku

PPKL.

(4) Peiimpahan sebagian kekuasaan PKPKL

PPKL ditetapkan dengan KePutusan

r,c r r.r uiir rE,.

kepada

Kepala

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan l,embang

Pasai 4

PPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

terdiri atas:

a. Sekretaris kmbang;

b. Kaur dan Kasi; cian

c. Kaur Keuangan.



Pasai 5
(1) Sekretaris Lembang sebagaimana dimaksud da-lam

Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator ppKL.
(2) Sekretaris kmbang sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pen]rusunan dan

pelaksanaan kebijakan ApB kmbang;
b. mengoordinasikan pen5rusunan ranc€rngan

APB Lembang dan rancangart pembahan
APB l,embang;

c. mengoordinasikan pen5rLisunan rancangan
peraturan kmbang tentang ApB
Lembang, perubahan ApB i,embang, dan
pertanggungiawaban pelaksanaan ApB
tembang;

d. mengoordinasikan penyusun€rn rErncangan
pcraturan Kcpala Lcmbang tcntang Pcnjabaran
APB Lembang dan Perubahan Penjabaran APB

Irmbang;
e. mengoordinasikan tugas perangkat Lembang

lain yang menjalankan tugas PPKL; dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan

keuangan Lembang dalam rangka
pertanggungiawaban pelaksanaan APB

Lembang.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sek-r'etari s kmbang mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan
npAI..

b. melakukan verlikasi terhadap RAK Lembang;

dan

c. melakukan verilikasi terhadap bukti penerimaan

dan pengeluaran APB Lembang.

Pasal 6

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiata-n

anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri

atas:



a. Kaur iata usaha dan umum; dan

b. Kaur perencana€rn.

(3) Kasi sebagaimaaa dimaksud pada ayat (i) terdiri
atas:

a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkal
pengeiuaran aias beban anggaran belanja sesuai

bidang tugasnya;

b. meiaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang

tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang

trrgasnya;

e. menandatangani perjanjian keda sama dengan

penyedia aias pengadaan barang/jasa untuk
kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya

cian;

f. menyusun laporan pelalsanaan kegiatan sesuai

bidang tugasnya untuk pertanggungiawaban

pelaksanaan APB Lembang.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi peiaksana kegiatan

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diiakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing

dan ditetapkan dalam RKP l,embang.

Pasal 7

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat

dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan

pengadaan barang/jasa yang karena sifat cian

jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari unsur perangkat Lembang, lembaga



Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf c meiaksanakan iungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai trrgas:

a. men5rusun RAK Lembang; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi

menerima, menyimpan, menyetorkan/

membayar, menaiau sahakan dan mempefcang-

gungiawabkan penerimaar pendapatan le mbang

dan pengeiuaran dalam rangka pelaksanaan

APB L,embang.

(3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi

kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Pemerintah Lembang.

Pasal 9

(1) APB Lembang terdiri dari:

a. pendapaian i,embang;

b. belanja l,embang; dan

c. pembiayaan i,embang.

kemasyarakaizl irmbang cianTai:au masyarakat,

yang terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. emggota.

(3) Perangkat l,embang sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 yaitu peiaksana kewiiayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diusuikan pada saat penyusunan RKP Lembang.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (41

ditetapkan melalui keputusan Kepaia Lembang.

BAB IIi
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG



(2) Pendapatan i,embang sebagaimana dimaksuci pada

ayat (1) huruf a diklasilikasikan menurut kelompok,

jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dii<iasiiikasikan menurut bidang, sub

bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan

rincian objek beianja.

(4) Pembiayaan kmbang sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) huruf c dikiasifrkasikan menurut keiompok,

jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan lembang, belanja kmbang
pembiayaan kmbang diberi kode rekening.

dan

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasai 11

(1) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan

Lembang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

menjadi hak irmbang dan tidak perlu dikembalikan

oleh Lembang.

(2) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asii Lembang;

b. transfer; dan

c. pendapaian iain.

Pasal 12

(1) Kelompok pendapatan asli kmbang sebagaimana

dimaksud ciaiam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri

atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, pariisipasi dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli Lembang lain.



(2) Hasii usaha Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf a, antara lain bagi hasil BUM

Lembang.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, antara lain, tanah kas l,embang, tambatan

perahu, pasar Lembang, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai

dengan kewenangan berdasarkan hak asa-l-usul dan

kewenangan lokal berskala Lembang.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c adaiah

penerimaan yang berasal dari sumbangan

masyarakat Lembang.

(5) Pendapatan asli kmbang lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) huruf d aniara iain hasii

pungutan kmbang.

Pasai 13

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 1 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. dana Lembang;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah;

c. alokasi dana Lembang;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Provrnsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten.
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

huruf e dapat bersifat umum dal khusus.
(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dikelola dalam APB

Lembalg tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 7oolo (tujuh puluh per

seratus) dan paling banya-tri 30% (tiga puluh per

seratus).



Pasai 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terciiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Lembang;

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang

berlokasi di kmbang;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak

ketiga;

ci. koreksi kesaiahan beianja tahun anggaran

sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas

lembang pada tahun Ernggaran berjalan;

e. bunga bank; dan

f. penriapatan lain kmbang yarrg sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal i5

(1) Belanja kmbang sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 9 ayat (ii huruf b, yaitu semua pengeluaran

yang merupakan kewajiban l,embang dalam 1 (satu)

iahun anggararl yang ddak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh l,embang.

(2) Beianja Lembang sebagaimana dimaksud paria ayat

(1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan

kewenangan t embang.

Pasai 15

(1) Klasifikasi belanja lrmbang terdiri atas bidang:

a. penyeienggaraan pemeriniahan Irmbang;

b. pelalsanaan pembangunan l,embang;

c. pembinaan kemasyarakatan Lembang;

d. pemberdayaan masyarakat kmbang; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

mendesak kmbang.

(2) Kiasifikasi beianja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurrf a, sampai dengan huruf d dibagi



daiam sub bidang dan kegiaian sesuai dengan

kebutuhan lembang yang telah dituangkan dalam

RKP Lembang.

(3) Klasifrkasi belanja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dibagi daiam sub bidang sesuai

dengan kebutuhan Lembang untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat dan mendesak yang

te{adi di kmbang.

Pasal 17

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimal<sud dalam

Pasal 16 ayat (i) hurufa dibagi ciaiam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap,

tunjangan dan operasionai pemerintahan

kmbang;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Lembang;

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil,

statistik, dan kearsipan;

d. tata preja pemerintahan, perencanaan,

keuangan, pelaporan; dan

e. pertanahan.

(2) Kiasifikasi beianja sebagaimana ciimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) hurufb dibagi dalam sub bidang:

a. pendidika-n;

b. kesehatar;

c. pekedaan umum dan penataan ruang;

d. kawasan peflnukiman;

e. kehutanan dan lingkungan hidup;

f. perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. energi dan sumber daya minerai; dan

h. pariwisata.

(3) Klasifrkasi beianja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) hurufc dibagi dalam sub bidang:

a. keteniraman, ketertiban, dan pelindungan

masyaralat;

b. kebudayaan dan kegamaan;



c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat.

(4) Kiasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) hurufd dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasiias aparatur l,embang;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak

dan keiuarga;

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f. dukungan penanarnan morial; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:

a. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.

Pasal 18

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4i dibagi daiam
kegiatan.

(2) DaItar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat
disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode

rekening yang sama.

(3) Pemerintah Daera-h dapat menambahkan kegiatan
yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode

9O sampai dengan 99.

(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan
penerimaan lain Kepala l,embang dan Perangkat
lembang dengan kode rekening 9O sampai dengan

99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil
pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
danT atau bantuan khusus pada sub bidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

1r ul ul ia.



(5) Penambahan kegiaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling banyak 3O% (tiga puiuh per

seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perunciang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

ayat (1), terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;

c. belda rnodal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasai 20

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal i9 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran

penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan

pembayaran jaminan sosial beg Kepala irmbang
dan perangkat Lembang, serta tunjangan BPL.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan kmbang.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) peiaksanaannya dibayarkan setiap buian.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kemampual

APB Lembang.

Pasal 21

(i) Beianja barang/jasa sebagaimana dimaksu<i dalam

Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi

pengadaan barangfiasa yang niiai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan antara lain untuk:



a. operasional pemeriniah Lembang;

b. pemeliharaan sarana prasarana lembang;

c. kegiatan sosialisasiT rapat/ peiatihan/ bimbingan

teknis;

d. operasional BPL;

e. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakatT keiompok

masyarakat;

(3) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu

bantuan uang untuk operasional iembaga Rukun

Tetangga/Rukun Warga untuk membantu

peiaksanaan tugas peiayanan pemerintahan,

perencanaan pembangunan, ketentraman dan

ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat

Lembang.

(4) Pemberian baraag pada masyarakatT kelompok

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f ciilakukan untlrk menunjang peiaksanaan

kegiatan kmbang.

Pasal 22

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf c, digtrnakan untuk pengeiuaran

pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari

12 (dua belas) buian dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) riigunakan untuk kegiatan penyelenggaraan

kewenangan Lembang.

Pasai 23

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 19 huruf ci merupakan belanja untuk kegiatan

pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan

darurat, dan keadaan mendesak yang berskala iokal

kmbang.



(2) Beianja untuk kegiatan paria sub bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

keadaan menriesak sebagaimana dimaksuci pada

ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari

aktivitas pemerintah l,embang dan tidak dapat

diprediksika:r sebel'rmnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. beraria di iuar kendali pemerintah irmbang.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) merupakan

upaya tanggap darurat akibat tedadinya bencana

aiam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat

sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) merupakan

upaya penanggulangan keadaan darurat karena

adanya kerusakan dan/atau terancamnya

penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana

akibat kenaikan harga yang menyebabkan

terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer

dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang

mengalami keda-n:ratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiai:.n pada sub

bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

datam Peraturan Bupati mengenai pengeioiaan

keuangan kmbang.

(7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit

rncmuaL:

a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;



b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial;

c. kriteria keadaan darurat;

d. kriteria sarana dan prasarana peiayanan dasar

untuk masyarakat;

e. kriteria keadaan mendesak;

f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami

keriaruratan; dan

g. tata cara penggunaan Ernggaran.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 24

(1) Pembiayaan l,embang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (i) huruf c merupakan semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau

pengeiuaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada iahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) terdiri atas keiompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayai (2) huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan kmbang yang

dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paiing seciikit meiiputi peiampauan penerimaan

pendapatan terhadap belanja, penghematan

beianja, cian sisa <iana kegiatan yang beium seiesai

atau lanjutan.



(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b digunakan untuk
menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang

selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan

pembiayaan daJam APB Lembang.

(4) Hasil penjualan kekayaan Lembang yang

dipisahkan sebagaimana dimaksud pacia ayat (i)
huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil

penjualan kekayaan l,embang yang dipisahkan.

Pasai 26

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimal<sud dalam

Pasal 24 ayat (2i huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.

Pasat 27

(l) Pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksuci cialam Pasa-i 26 huruf a diiakukan untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak

dapat sekaligus dibebankan daiam 1 (satu) tahun

anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan

peraturan Lembang.

(3) Peraturan kmbang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari

dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan

yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun €rnggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan ciana cadangan ciapat bersumber dari

penyisihan atas penerimaan kmbang, kecuali dari



penerimaan yang penggunaannya teiah ditentukan
secara khusus berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(5) Pengalggaran dana cadangan tidak melebihi tahun

akhir masa jabatan Kepa_ia i,embang.

Pasai 28

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 26 huruf b antara iain digunakan untuk
menganggarkan kekayaan pemerintah lembang

yang diinvestasikan dalam BUM Lembang untuk
meningkatkan pendapatan kmbang atau pelayanan

kepacia masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimalsud pada ayat

(1) merupai<an kekayaan Lembang yang dipisahkan

yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan

dalam APB Lembang.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) daiam bentuk tanah kas Lembang dan

bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Lembang melaiui

proses analisis kelayakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut
daiam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan

keuangan Lembang.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) sedikitnya memuat ketentuan:

a. indikator penyertaan modal yang dapat

disertalaa; dan

b. indikator analisa kelayakan penyertaan mocial.

tsAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 29

Pengelolaan keuangan Lembang meliputi:



a. pcrencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. perianggungiawaban.

Pasal 30

(1) Pengelolaan keuangan l,embang sebagaimana

dimaksuci da-lam Pasal 29 ciilakukan dengan

Basis Kas.

(2i Basis Kas sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)

merupakan pencatatan transaksi pada saat kas

diterima atau dikeluarkan dari rekening kas

Lembang.

(3) Pengelolaan keuangan Lembang dapat dilakukan

dengan menggunakan sistem informasi yang

dikeiola Kementerian Dalam Negeri dan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Provinsi Selatan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3 i
(l) Perencanaan pengelolaan keuangan Lembang

merupakan perencana€rn penerimaan dan
pengeluaran pemerintahan Lembang pada tahun
anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB

l,embang.

(2) Sekretaris Lembang mengoordinasikan penyusunan

rErncangan APB Lembang berdasarkan RKP

kmbang tahun berkenaan dan pedoman

penyusunan APB kmbang yang diatur dengan

Peraturan Bupati setiap tahun.
(3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksuri pada ayat (2) paling sedii<it memuat:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

Kabupaten dengan kewenangan Lembang dan

RKP Lembang;



b. prinsip pen5rusunan APB Lembang;

c. kebijalan penyusunzrn APB lembang;

d. teir:nis penyusunarl APB Lembang; dan

e. hal khusus lainnya.

(4) Rancangan APB Lembang yang teiah disusun

merupakan bahan penyusunan ranc€rngan

Peraturan l,embang tentang APB Lembang.

Pasal 32

(l) Sekretaris Lembang menyampaikan Rancangan

Peraturan irmbang tentang APB Lembang kepada

Kepala l,embang.

(2) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB

Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan Kepaia Lembang kepada BPL untuk
dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah

BPL.

(3) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB

Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disepakati bersama paling lambat bulan Oktober

tahun berjalan.

(a) Dalam hal BPL tidak menyepalati rancangan

Peraturan i,embang tentang APB kmbang yang

disampaikan Kepala l,embang, Pemerintah l,embang

hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan

dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan

pemerintahan Lembang dengan menggunakan pagu

tahun sebelumnya.

(5) Kepala Lembang menetapkan Peraturan Kepala

kmbang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksu<i pada ayat (4).

Pasal 33

(l) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Lembang

dan BPL sebagaimana dimaksud daiam Pasal 32

ayat (3), Kepala kmbang menyiapkan Rancangan

Peraturan Kepaia Lembang mengenai penjabaran

APB Lembang.



(2) Sekretaris Lembang mengoordinasik:an penyusunan

Rancangan Peraturan Kepala Lembang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasai 34

(1) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB

i,embang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (3) disampaikan Kepala lembang kepada

Bupaii melalui camat atau sebuian iain paling

lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk

dievaluasi.

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman

dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan

kmbang tentang APB Lembang.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Lembang

tentang APB Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paiing sedikit

meliputi:

a. surat pengantar;

b. rancangan peraturan Kepala kmbang mengenai

penjabaran APB Lembang;

c. peraturan l,embang mengenai RKP Lembang;

d. peraturan Lembang mengenai kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

iokal berskala Lembang;

e. peraturan Lembang mengenai pembentukan

dana cadangan, jika terseciia;

f. peraturan kmbang mengenai penyertaan

modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPL.

Pasai 35

(1) Bupati dapat mengundang

dan/atau aparat Lembang

pelaksanaan evaluasi.

Kepala kmbang
terkait dalam



(2) Hasii evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Keputusan Bupati dan
<iisampaikan kepada Kepaia i,embang paling lama
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya rarlcangan ciimaksuci.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi
daiam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), rancang€rn peraturan Lembang dimaksud
beriaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
paria ayat (21 telah sesuai riengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKp i,embang, seianj urnya
Kepala Lembang menetapkan menjadi peraturan

Lembang.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pacia ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum, dan Rit P Lembang, Kepaia

Lembang bersama BPL melakukan penyempurna€rn

paling iama 20 (dua puiuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36
(l) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (5) tidak di tindaklanj u ti oleh

Kepala Lembang dan Kepala l,embang tetap
rrrenetapkan Rancangan Peraturarr Lembang

tentang APB lrmbang menjadi Peraturan l,embang

'Jarr Rancangan Peraturarr Kepaia Lembang tentang

Penjabaran APB Lembalg menjadi Peraturan Kepala

Lembang, Bupati membatalkan peraturan

dimaksud dengan Keputusan Bupati.
(2) I{epala L,embang memberhentikal pelalisanaan

Peraturan Lembang dan Peraturan Kepala kmbang
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctclah pcmbata-lan

sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan

selanjutnya Kepala l,embang bersama BPL



mencabut Peraturan Lembang dan peraturan

Kepala Lembang dimaksud.
(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksuri pa<ia

ayat (l) Kepala lrmbang hanya dapat melakukan
pengeluaraa terhadap operasionai penyeienggaraan

pemerintahan Iembang dengan menggunakan pagu
tahun sebelumnya sampai penyempurnaan

Rancangan Peraturan Lembang tentang APB

kmbang riisampaikan dan mendapat persetujuan

Bupati.

Pasal 37

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan

Peraturan i,embalg teniang APB Lembang kepada

camat atau sebutan lain.

Pasal 38

(1) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB

Lembang yang telah dievaluasi ditetapkan oieh

Kepala Lembang menjadi Peraturan kmbang
tentang APB Lembang.

(2) Peraturan Lembang tentang APB kmbang
sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) diteiapkan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran

sebeiumnya.

(3) Kepala l,embang menetapkan Rancangan Peraturan

Kepa-ia Lembang tentang penjabaral APB Lembang

sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan

l,embang teniang APB Lembang.

(4) Kepala kmbang menyampaikan Peraturan

irmbang teniang APB Lembang dan Peraluran

Kepala Lembang tentang penjabaran APB kmbang
kepada Bupati paling iama 7 (tujuh) hari kerja

setelah ditetapkan.

Pasai 39

(1) Kepala lembang menyampaikan informasi

mengenai APB irmbang kepacia masyarakat meiaiui

media informasi.



(2) Informasi sebagaimana ciimaksud pada ayat (i)
paling sedikit memuat:

a. APB i,embang;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang

meiaksanakan kegiatan; cian

c. alamat pengaduan.

Pasal 40

(1) Pemerintah kmbang dapat melakukan perubahan

APB Lembang apabila tedacii:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Lembang pada ia.hun anggaran

be{alan;

b. sisa penghematan belanja cian sisa iebih
perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang

akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkal harus dilakukan
pergeser€rn antar biciang, anrar sub biciang,

antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

<i. keaciaan yang menyebabkan SiLPA tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun

anggararr berjaian.

(2) Perubahan APB Lembang hanya dapat dilakukan 1

(satu) kaii ciaiam i (satu) tahun anggaran, kecuaii

dalam keadaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan iuar biasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

mengenai Pengeioiaan Keuangan i,embang.

(4) Perubahan APB l,embang sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) ditetapi.an dengan peraturan Lembang

mengenai perubahan APB l,embang dan tetap

mempedomani RKP Lembang.

Pasa] 4 i
(1) Pemerintah Lembang dapat melakukan perubahan

terhadap Peraturan Kepaia kmbang teniang

perubahan penjabaran APB Lembang sebelum



Rancangan Peraturan Lembang tentang Perubahan

APB Lembang ditetapkan.

(2) Peraturan Kepa-ia Lembang tentang perubahan

penjabaran APB Lembang sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) dapat ciilakukan apabiia terjacii:

a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam

penciapatan Lembang pacia tahun anggaran

be{alan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera

dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan

c. kegiatan yang beium <iiiaksanakan tahun

sebelumnya dan menyebabkan SiLPA al<an

diiaksanakan dalam tahun anggar€rn berjaian.

(3) Kepala Lembang memberitahukan kepada BPL

mengenai penetapan Peraturan Kepala l,embang

tentang perubahan penjabaran APB Lembang dan

selanjuilya disampaikan kepada Bupati meialui

surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala

Lembang tentang perubahan penjabaran APB

kmbang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 43

(l) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Lembang

merupakan penerimaan dan pengeluaran Lembang

yang dilaksanakan melalui rekening kas Lembang

pada bank yang <iitunjuk Bupaii.

Pasai 42

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Lembang

mengenai APB lrmbang sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan

kmbang mengenai perubahan APB kmbang.



(2) Rekening kas i,embang sebagaimana riimaksuci

pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Lembang

ciengan spesimen tanda tangan Kepaia Lembang

dan Kaur Keuangan.

(3) Lembang yang beium memiiiki peiayanan

perbankan di wilayahnya, rekening kas Lembang

dibuka di wiiayah terdekat yang dibuat oieh

Pemerintah Lembang dengan spesimen tanda

tangan Kepaia Lembang cian Kaur Keuangan.

Pasal 44

(1) Nomor rekening kas l,embang sebagaimana

dimaksuci daiam Pasal 43 dilaporkan Kepaia

Lembang kepada Bupati.

(2) Bupati meiaporkan ciaftar nomor rekening kas

L,embang kepada Gubemur dengan tembusal

Menteri meiaiui Direktur Jenderal Bina

Pemerintahan Lembang.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk pengendalian penyaluran dana

transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada

jumiah tertentu untuk memenuhi kebutuhan

operasional pemerintah Lembang.

(5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar

Rp. 5.000.0O0 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Kepala Lembang menugaskan Kaur dan Kasi
peiaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya

menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari keda
setelah Peraturan kmbang tentang APB i,embang

dan Peraturan Kepala kmbang tentang Penjabaran

APB Lembang ditetapkan.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:



a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lembang;

b. Rencana Kerja Kegiatan [,embang; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran kmbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merinci setiap kegiatan, Elnggaran yang disediakan,

dan rencana pcnarikan dana untuk kegiatzrn yang

telah dianggarkan.
(4) Rencana Kerja Kegiatan Letnbang seLragaitnala

dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi,

volume, biaya, sasaran, waktu pelaksauaan

kegiatan, pelaksana kegiatan anggararl, dan tim
yang melaksanakan kegiatal.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk
setiap kegiatan.

(6) Ikur dan Hrasi pclaksana kcgiatan anggaran

menyerahkan ranc€rng€rn DPA kepada Kepala

Lembang melalui Sekretaris l,embang paling lama 6
(enam) hari keda setelah penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1).

Pasai 46

(l) Sekretaris l,embang melakukan verifikasi

rancangan DPA paling lama 15 (iima beias) hari

kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan

DPA.

(2) Kepala Lembang menyetujui rancangan DPA yang

telah diverifrkasi oleh Sekreiaris kmbang.

Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Lembang

tenianrg APB Lembang cian/ atau perubahan

Peraturan Kepala kmbang tentang Penjabaran APB

Lembang yang menyebabkan terjadinya perubahan

anggErran dan/ atau te{adi perubahan kegiatan,

Kepala l,embang menugaskan Kaur dan Kasi

pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun

rancangan DPPA.



(2) DPPA sebagaimana dimaksud pacia ayat (i) terdiri

atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran i,embang

Perubahan; dan

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala

lembang melalui Sekretaris Lembang paling lama 6

(enam) hari kerja seteiah penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1).

(4) Sekretaris Lembang melakukan verifikasi

rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari
kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Lembang menyetujui rancangan DPPA yang

telah diverilikasi oleh Sekretaris l,embang.

Pasal 48

(1) Kaur Keuangan menJrusun r€rncang€rn RAK

kmbang berdasarkan DPA yang teiah disetujui

Kepala lembang.
(2) Rancangan RAK Lembang sebagaimana <iimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lembang

melalui Sekretaris Lembang.

(3) Sekretaris kmbang melakukan verifikasi terhadap

rencangan RAK Lembang yang diajukan Kaur
Keuangan.

(4) Kepala l,embang menyetujui rancangan RAK

l,embang yang telah diverifikasi Sekretaris

Lembang.

Pasai 49

RAK kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

memuat arus kas masuk dan arus kas keiuar yang

digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas

untuk mendanai pengeiuaran berdasarkan DPA yang

telah disahkan oleh Kepala lembang.



Pasai 50

(f) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 memuat semua penciapatan Lembang yang

berasal dari Pendapatan Asli l,embang, transfer dan

pendapatan iain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) <iidukung oleh bukti yang iengkap dan sah.

Pasa] 5i
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 memuat semua pengeiuaran beianja atas

beban APB Lembang.

(2) Setiap pengeiuaran sebagaimana ciimaJ<sud pada

ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan

sah.

(3) Bukti sebagaimana dima-ksud pada ayat (2)

mendapat persetujuan Kepaia Lembang cian Kepala

Lembang bertanggung jawab atas kebenaran

materiai yang timbui dari penggunaan bukti
tersebut.

(4) Kaur dal Kasi peiaksana kegiatan anggaran

bertanggungiawab terhadap tindakan pengeluaran

sebagaimana dimaksud pacia ayat (i ).
(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggararl

menggunakan buku pembantu kegiatan untuk
mencatat semua pengeluaran Ernggaran kegiatan

sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan

DPA yang telah disetujui KepaJa Lembang.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) ciilakukan ciengan pengadaan melalui

swakelola dan/ atau penyedia barang/jasa.

(3) Peiaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diutamakan melalui swakelola.



(4) Pengadaan melaiui swakeloia sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

memaksimaikan penggunaan materiai/bahan dari

wilayah setempat dan gotong royong dengan

melibatkan partisipasi masyarakat untuk

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan

masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat

diiaksanakan meiaiui swakeioia, baik sebagian

maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh

penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan

memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di

i,embang sebagaimana dimaksuri pada ayat (2)

akan diatur dengan Peraturan Bupati sambil

menunggu peraturan yang mengatur mengenai

pengadaan barang/jasa di Lrmbang.

Pasal 53

(1) Kaur dal Kasi pelaksana kegiatan €rngg€rran

mengajukan SPP cialam setiap pelaksanaan

kegiatan anggarErn sesuai dengan periode yang

tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar

atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2i Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan

perkembangan pelaksanaan kegiatan dan

anggaran.

Pasai 54

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan

SPP sebagaimana dimaksud cialam Pasal 53 untuk
kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola

tiriak iebih dari 1O (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa

beium diiakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari



kerja, Kaur dan Kasi peiaksana kegiaian anggar€rn

wajib mengembalikan dana yang sudah diterima

kepada Kaur Keuangan untuk disimpan riaJam kas

kmbang.
(3) Kaur Keuangan mencarat pengeiuaran anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam

buku kas urnum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

menyampaikan pertanggungjawaban pencairan

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan

barang/jasa kepada Sekretaris Lembang.

(5) Sekretaris Lembang memeriksa kesesuaian bukti

transaksi pembayaran dengan pertanggungiawabar

pencairan anggaran yang disampaikan oieh Kaur

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Daiam hal jumiah reaiisasi pengeiuaran

pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah

uarrg yang diterima, Kaur <ian Kasi peiaksana

kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas

Lembang.

Pasai 55

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya

diiaksanakan melalui penyedia barang/jasa

dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilampiri dengan:

a. pernyataan ianggung jawab belanja; dan

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Daiam setiap pengajuan SPP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sekretaris lembang

berkewajiban untuk:

a. menelid kelengkapan permintaan pembayaran

yang diajukan oieh Kaur dan Kasi pelaksana

kegiatan anggaran



b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas

beban APB Lembang yang tercantum dalam

permintaan pembayaran

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan

dimaksuci

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran

oieh Kaur dan Kasi peiaksana kegiaian

anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.

(4) Kepala L,embang menyetujui permintaaa

pembayaran sesuai dengan hasii verifikasi yang

dilakukan oleh sekretaris lrmbang.
(5) Kaur Keuangan meiakukan pencairan anggaran

sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP

seteiah mendapatkan persetujuan dari Kepala

kmbang.

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib

menyampaikan iaporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Lembang paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Fasal 57

(l) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran

menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja

tak terduga yang diusulkan kepada Kepala

l,embang melalui sekretaris Lembang.

(2) Sekretaris Lembang melakukan verifikasi terhadap

RAB yang ciiusuikan sebagaimana dimaksud pacia

ayat (1).

(3) Kepala Lembang melalui surat keputusan Kepaia

Lembang menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan

anggaran belanja tak terciuga sesuai ciengan

verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris kmbang.



(a) Kepala Lembang meiaporkan pengeluaran anggaran

belanja tak terduga kepada Bupati paling lama I
(satu) buian sejak keputusan Kepaia irmbang
ditetapkan.

Pasal 58

(1) Setiap pengeluaran kas Lembang yarrg

menyebabi<an beban atas €rnggaran Belanja

Lembang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan mengenai perpajakan yang

berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak

melakukan pemotongan pajak terhadap

pengeiuaran kas Lembang sebagaimana dimaksud

pada ayat (l ).
(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi pengeluaran kas kmbarlg atas

beban beianja pegawai, barangTjasa, dan modai.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh

penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana

ciimaksud dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dar, Pasal 26

ciianggarkan daiam APB l,embang.

Pasal 60

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi

pendapatan lebih kecil daripada rea.lisasi

belanja; dan



b. mencianai kegiatan yang beium seiesai aiau

lanjutan.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit

anggarar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan perhitungan perkiraan

penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/ atau

penghematal beianja tahun sebeiumnya yang

digunakan untuk membiayai kegiatan yang

telah ditetapkan dalam APB Lembang iahun

anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan

yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1) huruf b merupakan

perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang

harus diseiesaikan pada tahun anggaran

berikutnya.

(4) Kaur dan/ aiau Kasi peiaksana kegiatan angg€rrErn

mengajukan kembali r€rncangan DPA untuk
disetujui Kepaia lembang menjadi DPAL untuk
mendanai kegiatan yang belum selesai atau

ianjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf
b.

(5) Kaur dan/ atau Kasi peiaksana kegiatan anggaran

dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana

dimaksud pacia ayat (4), terlebih dahuiu

menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Lembang

paling lambat pertengahan bulan Desember tahun

angg€rran be{alan.

(6) Sekretaris Lembang menguji kesesuaian jumlah

anggaran cial sisa kegiaian yang akan disahkan

dalam DPAL.

(7) DPAL yang teiah disetujui menjadi dasar

penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau

ianjutan pada tahun anggaran berikutnya.



Pasal 5i
(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 25 huruf b dan pembentukan riana
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a dicatatkan tiaiam Calatarn aias Laporan
Keuangan.

tZ, rerlcalatan pelcaiiati Ciarla Caualigail Sciiagarriiarla

dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan

arrB,taliarr ualra uaLriarrEarr uinalu rcll,rrrlllB lrati

Lembang.

IJ, rcllr.t-rglrLul1.atr t)atLa \-auarr.lBilrr scuaxarrrrarra

dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
-^^-1-:--,^: l^.. 1-^-:^.^- l^:- ,5:1---memDrayar program Gan Kcglalaii iain ci uar j/aiig
telah ditetapkan dalam Peratura-n Lembalg
*^--^- ^: J^-^ ^^,l^-^^-lrrur -tB\-rrcur \rarra' \-a.uarrBarr.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadalgan telah

- -- ^,,r^,^i ,,-+,,t- mal^1,6^h^1,- AanlrlcliLur-rLiPi ljl I LLII\ ll Hrv6rqrrr

kegiatan.
(5) Dana cadanger sebagairnana dimaksud paCa ai'at

(4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan

dalem APB Lembang.

D^ -^1 6..)

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 26 huruf b ciicaiat pacia pengeiuaran

pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan ciari penyertaan modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimasukan sebagai Pendapatan Asli i,embang.

Bogian Ketiga

Penatausahaan

(1) Penatau sahaan

Keuangan

kebendaharaan.

Pasai 53

keuangan dilakukan oleh Kaur

sebagai peiaksana fungsi



(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan

<ian pengeiuaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana

dimaksuci pada ayat (2) riitutup setiap akirir buian.

Pasal 64

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu

kas umum yang terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pernbamtu bank sebagaitnana dirr-raksud pada

ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan

pengeluaran melalui rekening kas l,embang.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurui b merupakan cata'rar1 penerimaan

potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

(a) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian

dan pcrtanggungjawaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan Lembang disetor ke rekening kas

Lembang dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah,

Pemerintair Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten;

b. riisetor meiaiui bank lain, badan, iembaga keuangan

dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. <iisetor oieh Kaur Keuangan untuk penerimaan

yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasai 66

(1) Pengeluaran atas beban APB kmbang dilakukan

berdasarkan RAK l,embang yang telah disetujui oieh

Kepala kmbang.



(2) Pengeiuaran atas beban APB Lembang untuk
kegiatan yang dilakukan secara swakelola

dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur <ian

Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA

dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh

Kepala Lembang.

(3) Pengcl-raran aLa.s beban APB lrmbang unluk
kegiatan yang dilakukan melalui penyedia

barang/jasa dikeluarka-n oleh Kaur Keuangan

langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP

yang diajukan oieh Kasi pelaksa-,ra kegiatarr

anggaran dan telah disetujui oleh Kepala l,embang.
(zl) Pengeluaran atas beban APB Lembang untuk

belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh

Kaur Keuangan dan diketahui olch I(epala

l,embang.

(5) Pengeluaran atas beban APB kmbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (4)

dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagairnana dimaksud pada

ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 67

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)

dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris

irmbang paling lambat tanggal 1O (sepuiuh) buian

berikutnya.

(2) Sekretaris Lembang melakukan verilikasi, evaluasi

dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Sekretaris l,embang melaporkan hasil verifikasi,

evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disampaikan kepada Kepala Lembang untuk
disetujui.



Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 68

(1) Kepala lembang menyampaikan laporan

peiaksanaan APB Lembang semester pertama

kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pacia ayat (i) terdiri

dari:

a. iaporan pelaksanaan APB Lembalg; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala i,embang men5rusun iaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dengan cara

menggabungkan seluruh iaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu

kedua bulan Juii tahun berjaian.

Pasal 69

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan

APB i,embang kepada Menteri meialui Direktur

Jenderal Bina Pemerintahan Lembang paling lambat

minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Keiima
Pertanggungiawaban

Pasai 70

(1) Kepala Lembang menyampaikan laporan

pertanggungiawaban realisasi APB Irmbang kepada

Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat

3 (tiga) buian setelah akhir tahun anggaran

berkenaan yang ditetapkan dengan Peratural

Lembang.



(3) Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada

ay at (21 disertai dengan :

a. laporan keuangan, terdiri aias:

1. laporan realisasi APB Lembang; dan

2. cat€ialj. atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektora-i, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Lembang.

Pasal 71

(1) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana

dimaksud cialam Pasai 7O merupakan bagian dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan kmbang
akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi

peiaksanaan APB Lembang kepada fuienteri melaiui

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling

lambat minggu kedua bulan April tahun berjaian.

Pasat T2

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

dan Pasal 7O ciiinformasikan kepada masyarakat

melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. laporan realisasi APB Lembang;

b. laporan realisasi kegiatan;

c. kegiatan yang beium selesai dan/ atau tictak

terlalsana;

d. sisa anggaran; dan

e. alamat pengaduan.

Pasai 73

Format Peraturan L,embang tentang APB Lembang,

Peraturan Kepala irmbang tentang Penjabaran APB

Lembang, Peraturan lembang tentang Perubahan APB

Lembang, Peraturan Kepala i,embang tentang



Penjabaran Perubahan APB kmbang, DPA, DPPA, RAK

Lembalg, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,

SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelalsanaan Kegiatan dan

Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu

Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB

Lembang Semester Periama, dan Laporan

Pertanggungiawaban tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi

peiaksanaan terhadap pengeiolaan keuangan iembang

yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

Pasai 75

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa meiaksanaan pembinaan

dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi

pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,

konsultasi pendidikan dan pelatihan.

(2) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsuitasi

pendidikan dan pelatihan sebagimana pada ayat (1)

dapat berupa:

a. pedoman pelaksanaan Alokasi Dana kmbang,
Dana Lembang, Bagi Hasii Pajak dan Retribusi

Daerah;

b. petunjuk pencairan Alokasi Dana Lembang,

Dana Lembang, Bagi Hasil P4jak dan Retribusi

Daerah;

c. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi

Dana Lembang, Dana Lembang, Bagi Hasii

Pajak dan Retribusi Daerah; dan

d. pendidikan dan peiatihan.



(3) Pengawasan terhadap pengeiolaan keuangan

Lembang dilakukan oleh APIP Daerah.

(4) Camat melakukan tugas pembinaan dan

pengawas€ur keuangan l,embang melalui:

a. fasiiitasi penyusunan Peraturan Lembang

tentang APB Lembang dan Peraturan Kepala

Lembang tentang Peiaksanaan APB Lembang;

b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan

pendayagunaan aset Lembang;

c. fasilitasi penJrusunan laporan pertanggung-

jawaban realisasi APB Lembang;

d. fasi-litasi penJrusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan l,embang;

e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan

pemeriniahan l,embang, bidang pembangunan

Lembang, bidang kemasyarakatan Lembang,

bidang pemberdayaan Lembang yang bersumber

dari APB kmbang; dan

f. koordinasi pendampingan l,embang di

wilayahnya terkait dengan pengelolaan

keuangan Lembang.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 76

Pengaturan Pengelolaan Keuangan lembang bertaku

mutatis mutandis terhadap pengeioiaan keuangan

kmbang adat.

Pasal 77

(1) Lrembang persiapan mendapatkan alokasi biaya

operasionai dan biaya lainnya yang ditetapkan

dalam APB kmbang induk berdasarkaa RKP

Lembang induk dengan besaran sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(2) Peiaksanaan aiokasi biaya operasionai dan biaya

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oieh penjabat Kepaia Lembang

Persiapan.

(3) Peiaporan dan pertanggungiawaban alokasi biaya

operasional dan biaya lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai <iengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Kerugian lembang yang terjadi karena adanya

pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran

pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Pengelolaan keuangan Lembang yang saat ini masih

be{alan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Lembang tetap berlaku sampai iahun 2ALB

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Bupati ini.

(2) Pengelolaan keuangan Lembang sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini muiai beriaku untuk
APB Lembang tahun anggaran 2019.

BAB Viii
PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan

Bupati Nomor 20 Tahun 2O15 tentang Pengeiolaan

Keuangan lrmbang (Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2O 15 Nomor 25) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

BAB ViI
KETENTUAN PERALIHAN



1

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peratrrran Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal ', Desember 2018

P4
UTARA,

s
NAN

Diundangkan di Rantepao

pada tanggal

B'. SEiiRETAzuS DAERAH

RAJA UTARA

1

BERITA DAERAH KABUPATEIi TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMoR :i.



LAiviPiRAii

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA

TEI.ITANG PENGELOI.AAN KEUANGAN LEMBANG

FEiiGELOLAAIT KEUAiYGAiI LEIfi BAiiG

A. Fornat Kodc RckcDlng

A.i. Dafrar Kode Rekening Eiriang, Sub Biriaag' rian i(egiatan

Bidang Penyelenggar€ran Pemerintahan Lembang berisi sub bidang dan
kegia*rn yang digunai<an untuk mcn<iukung terseienggaranya iungsi
pemerintahan Ie mbang yang mencakup:

tlpr

Penvusunan/Pendataan/Pemutakhiran Pro{il trrnbang (profrl
kependudukan dan potensi Lembang)**

I

Kode

I

BIDA]TG PEIfYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LEMBANG

1

Sub Bidaurg Pcnyelerrggai aajr Beir;uija Perigiiasiiaii Tetap, Turrjangaii
dan Operasional Pemerintahan kmbang (Maksimal 3oolo untuk
kegiatan I -7

I i 01 Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tuniangan Kepa-la Lembang
1 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan T\rnjangan Perangkat Lembang

I 1 03
.rrrrlcuradrr uarrrrrra.rr rrrrsran rraBr rr€,Paua r_&,rrvarrt ual r crarrE\.1t
Lernbane

1 1 o4

Penyediaan Operasional Pemerintah Lembang (ATK, Honorarium PKPKL
,-n lrlrl.l ---la-dl-^-^- *--t.^-+^-^- ^^1.^l^- ,i--- /-+-. a.r.yLr rLrrs ay<!r
listnk/ telepon, dlt

1 1 o6

Penyediaan Operasional BPL (Rapat-rapat (ATK, makan-minum),
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perja-lanan dinas,
li<t;L /ral--^- .lll

1 1 07 Penyediq4n !4se4tiflOperasional RI/RW

90-
99

I ain irin srrh Rirtqno ppnrrptenoorra an R.alania Danohacilq- T-ta-

Tunjangan <ian Operasional Pemerintahan kmbang

I Sub tsidang Sarana dan ltasa-rana tsemerintahan lEmbang
1 2 o1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

I

o lno Dahalilaar-6h a-^ar!6^ i Dr^6^ra- ^ Iz^-i^- t --L^--vluql lA, ^rur^!vr 4lrrvu.lR

1 o3
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
l,embang*'

1 2 90-
99

iain-iain kegiatan sub bi<iang sarana <ian pras.rr€rna pemerintahan
Lrmbang"

1 J
Sub tsidang Aciministrasi Kepenciudukan, Pencaia.tan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

1 J 01
Pelayanan a'jministiasi uruurr dan kepeirdu,Juka-i: (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll

BIDANG, SUB BIDANG, dAN KEGIATAN

1

02



1 ,3 03 Pengelola-ar a-dministrasi dan kearsipan p".merintaia-n l€mbang

1 3 o4
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sip

I J 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan kmb secara Partisi tif
TI!-t

lainlain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan
sipil. statistik dan kea.rsipan"

90-
99 I

1

4
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahart, Perencanaan, Keuangan dalt
Pelaporan

1 A

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanasn kmbang/Pembahasan
Af t, i,em oang lNrusrem, rvrusrem Dangrem/ rra-rvrusremDanglem, ar.,
bersifat regular)

1 4 o2
Pcriyclcrrggar'aar r ir{ usyarrtu ai.r Ler r ri;ari g iairi nya (rtr usriu s, r'crrr'uug
warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kmbang)

i 4 nq rs!ryLtDLtrrdur !-r(,laurrrclr rcr<llLcLrIa..Ur L€rrrucurE, (I\rU rYrr-,€rrr/ l\r\r r-,€u r, Lru,

I 4
Penyusunan Dokumen Keuangan Lembang (APBItm/ APBLem

l^t-,-^- . ^-r.^l r \r Lr uUorarl,/

1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset l,embang

1 06
Tt^-.-,^,,-^- l/^t-:i^!-^- I ^-t-^-^ ,l)^-1^* rYt^-t-^t^* d1t a;1,,^-lLltJqDqllall4lllv4r6ttLrrllll/
dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

1 4 07

E,a6rrrcrr-^n r ^-^,^- rr.--^l^ r -*1.^-- / Dd-,,616- ----^ -- oar$6;-+-l-.^-rLrrJq.ull4rl4yvlqlllvP@a4r^rv4l5/rUrU!r!lrs54

Lembang (laporan akhir tahun anggarant laporan akhil masa jabatan,
laporan keterangan akhir taiun .urggaran, informasi kepada
mrsr*rlrrt\

1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi lembang

4 09

l{nnrdinaci/I{priasamaDaarralan Dah-;Frah'Frah

Pembangunan irmbang (Antar i,embangT KecamatanT Kabupaten, Pihak
Ketiga, d11)*"

1 4
Dui<ungan Peiaksanaan dan Sosialisasi Piika<ies, Pemiiihan Kepaia
Kewilayahan dan Pemilihan BPL (yang menjadi wewenang Lembang)01

1 4 11
Penyelenggaraan Lomba antar kewiiayahan dan penglriman kontingen
dalam mengikuti Lomba Lembang

1 4
99

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan,
keuangan dan pelaporan*

5

5 02

Sub Bidang Pertanahan
DtsIijiUaasl I iir-iaar-r i\as i-<m Uin-Its

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
Agenda Pertanahan)

1 5 03 Fasilitasi Sertifrkasi Tanah unhrk Masyarakat Miskin
i 5 o4 Mediasi Konflik Pertanahan
1 05 Panurhrhan Partanahan

1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

C7 nennr an / Penprrasan / Pern hancn r nan Ratas / Patalt Tan a h I ,-rnhanc **

1 5 90
-99

Iain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

1

1

I

1

06
1



a BIDAI{G PEIA.I'-SANA4IiI PEMBAICGUTAN TEMBA!.IG

Bidalg Pelaksanaan Pembangunan Irmbang berisi sub bidang dan
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaart
umurn, dan lain-lain. Pernbengunan tiCek berarti henya pembangunan
secara hsik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik
seperti pengembangal dan pembinaan, bidang ini mencakup:

2 1 Sub Bidang Pendidikan

a
Pen_velenpqaraan PAUD/TKITPA /TK /TPQ / Madrasah Non-Formal
tr:l:t- I --1^^--** /D^66!^n LI^-^- D--^^i^- D^I-^i^- q6'-^^'.

tu(IrLu@r
Operasional, dst)

u2 Dui<ungan Penyeienggaraan PAUD (efE, Sarana PAUD, <isti

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

2 1 o4
rellreuflaraan Darana Qarl .fTasaramar rerPusl.a_Karan/ l eullarl rfacaarl
Lembang/ Sanggar Belajar Milik l.embang **

2 i 05
Perrieiiirai'aal1 Sai ana darr Pr astr: a.rra
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MadraSah Non- Formal Milik Irembang**

c 1 06

rsrrtuir-rrBurrdrr/ I\clli,.u.l-u(dsr,, rcrr.LrrEA.u.i!r/ rslrBauiaaur
Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/
TPQ/ Madrasah Non-Formal Mi.lik [embang**

2 1 07

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Lembang/ Sanggar Belajar Milik

Pengelolaan Perpustakaar Milik Lembalg (Pengadaan Buku-buku
Rqnqan Hnnnr Eeriaoa 11nt'lL Dalt1rs+rlzrar lTrmaa R?-..n I Fmhsna\

1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
T 1U Dukungan Penriidikan bagi Sisrva ivlisi<in/ Berprestasi

2 1
90-
99

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

2 2 Sub Bidang Kesehatan

2 a 01

Penvelengqaraan Pos Kesehatan Lembang (PI(L) /Polindes Milik
f --L^-^ rr\L^+ ^L^+^-. f^-L^L^- I-^^6+iaEr:r^- I ^-L^--lE^-^.,,^+tvuul uv4l-.!r, l^,,,,,dr5/
Lembang; Penyediaan Pelayanan KB dal Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin, dst)

2 2 o2

2 2 03
Penyuluhan dan Pelatihan Bidalg Kesehatal (untuk Masyarakat,
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

2 2 o4 Penyelenggaraan kmbang Siaga Kesehatan
2 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Lembans

2 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Baiita (BIlBi
, o 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2 O6 Pemeiiharaan Sarana,rPrasarana Posy'anciu TPoiincies/Pi(L

2 2
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan
Sarana/ Prasarana Posyandu /Polindes/PKl **

2 2 lainlain kegiatan sub bidang kesehatan'

o8c

1

2

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil,
Kelas [,ansia, Insentif Kader Posyandu)

o9

on
99



t ? arrh Flirlano D.cVari.aqa I Trnrrrn dan Pprr^taan P!!enqJur rruarti r !i!rj-4r

2 3 o1 Pemeliharaan Jalan Lembang
2 3 Q2 Pamaliharaan .Ialan I irrokrrnoan Pi-rrnrrkirnan /Gan-

2 3 o3 Pemeiiharaan Jalan Usaha Tani
2 3 o4 Pemeliharaan Jembatan Milik lcmbang

J o5
Pemellha.raan Prasarana Ja.lal kmbarrg {Gorong-gorong. Selokan.
Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

2 3 o6
Pemeldraraan Gedung/ Prasarana Balar l,emba.ng/ Balal
Kemasyarakatan

2 .) 07
Pemeiiharaan Pemai<aman Miiik Lembang/Situs Berseiarah Miiik
kmbang/ Petilasan Milik kmbang

08

09 Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Lembang
2 Pembangunan/Rehabilitasi/PeninSkatan/Pengerasan Jalal lembang **

2 J 11
Pembangurran/ Rehabiiitasi/ Pcrringk-ai"an/ Pengelasan Jala:r
Lingkungan Permukiman / Gang *"

2 t2 Pembangunan/ Rehabiiitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jal€rn Usaha Tali

2 13
Pembangunan/ Rehabdrtasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan MiLk
kmbang **

a t4

Pembangunan/Rehabiiitasi/Peningliatan Prasarana Jalan Lembang
(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan
lain; ""

2 15
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Lembang/Balai
Kemasyarakatan*"

2 .) 16

2 3 tt Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial lembang "*
2 3 18 Penvusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Lembang
o ? 'to pa'.ladnmrn-n /palral.rilir--i,/Dahi-nl-^r6- !'-lr,ra^ I --L,^-- **r/ruvqrr6

2 J 20
Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas
Lembans "*

, J
90-
99 lain-lain kegiatan sub bidang pekedaan umum dan penataan ruang"

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 01

f\--t----^- rr^-L^--,--- rD^L^L D,,-^L.l\iI^1.vu 
^u, 

r6a,, l,,u5,d,r, \.,,,u4,6u,r4,,/
Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dlli

rcrlrcrrr rar dcu r l., urrl Lr l !\csaPan l rYrrlrA Lcrrr uan 16

2 4 03
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Lembang (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

2 4 o4 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit,
ciii., tiiiuar prasarana _iaian)

o 4 o6 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

Pemel1-fraraan Emb Mlhk l,em

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik
kmbang/Situs Bersejarah Milik Lembang/Petilasan

2

J

J



2 4
Perneliharaan Fasilitas Pengeiola:rn Sampah Ler:rbang,/Permukjrnan
(Penampungan, Bank Sampah, dll)

2 4 08
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
Rrrrnsh Tanosal

2 4 o9 Pemeliharaan Taman /Taman Bermain Anak Mitik Lrmbang
, rculudlrE,urreul/ !\clr.ruulLast/ icrrllrB,lrakur Dulrrur r\tsa1PirrI

2 I 1t
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik
lembang (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan,/Sumur Bor, dll)**

2 4 72
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga {pipanisasi, d11} ""

2 4 13

.) 4 t4 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK
umum, dll **

2 4 r5
rclltl.,rarr8ulra-rr/ t\ElraurtrLa$r/ rErturB,ll.atalt r,asuruas rer rB,Eruraii_t I oai,rlr},alr
l,embang/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

2 4 16
Pemba..rgrinan/Rehabilit-asi/Peningliatan Sistem Pembuangan Air
Limbah (Drainase, Air limbah ftumah Tangga]**

2 4 17

D^-L^--.-^- / D^L^L:l:.^^.: I D^- :- -1-^.^ ^,ir^-^- /,r1^-^- D^-^:- 
^ -^l-r LurualBurralr/ r\srra,uurLasr/ r ur r! rBt\.r ral r r d.rrrour/ r€uua-rr rrurrrra.ur rurcu\

Milik Lcmbang"*

2 4
99

l^i- I^:- l--^l^+^- -,,1- l-:.1^-^ -^-,*^L^- -^I-,^+ r^- I.^-.^---nqw v,qq,,ts P!, urriqlal ra^rdr eorr
pemukiman*

2 5 Sub Biciang Kehutanan <ian Lingkungan Hidup
2 5 o1 Pengelolaar Hutan Milik kmbang
'2 5 Pengeioiaan Lmgl{ungan Hldup lf m Dang

, 5 03
Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

z 90-
99

lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Ungkunga,n Hidup*

a a,,L E): .l-nd Da?hrrla,r-^an I1^-rr-il---; J^- I-f^*^'iI.^s.xrr rrurrrur rr.s

2 6 01 Pembuatar Rambu-rambu di Jalan Lembang

6
pmvele.nooaman Infn*nasi Prrh!.il2 I mhalo llrnisal . pFr.nLtlrarai,

6 (."'-*
Poster/Baliho informasi peneiapanllPj APBDes unuk Warga, dlii

2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Infor:nasi Lok-a1 I-e mba:rg

2 6
90-
99

lain-iain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika*

2 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2 .7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat L€mbang

c 7 02 Pembangunar./ Rehabili'rasi/ Perrirrgkatarr Sarana dar: Prasarana Energi
Alternatif tingkat l,embang **

90- iain-iain kegiatan sub bidang Energi cian Sumber Daya ivlinerai*

a

2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan kasarana Pariwisata Milik l,embang

2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisaa Miiik

IIT

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
{Gorong-qorong. Selokan. Parit. d11., diluar prasarana -ialanl 

**



J

2 8 03 Pengembalgan Pariwisata Tingkat Lembang

a 90- lain-lain keeiatan sub bidang Dariwisata*

BiDAif G FEilBiiaAAii- iiEiiAS-r-ARAiiATAiS LEiiEriiic
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan
untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarai<atan irmbang yang menciui<ung proses pembangunan
kmbang yang mencakup:

1

Sub Bidang Ketenreraman, Keterdban ijmum, cian Peiinciungan
Masyarakat

3 1 01
Fengaciaan/Fenyeienggaraan Pos Keamanan Lembang (pembanguntrn
pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

1 o2
Pcrrguai-anr titur Perrirrgi<atarr KapasiLas Terraga Keierlaranr/Kctcriji:tur
oleh Pemerintah l.embang (Satlinmas l,embang)

3 1 03

AUUIultl4sr rErrrultlir.ir-tl t\ctclltl irlllitrr, t\slEl Lioalr, ua_l] rEiiitouitBatl
Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dii) Skala
Lokal Lembang

I o4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Lembang
1 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal lembang

.3 1 06 Bantrral Hukrrm I Innrk Anal.etrrr lFmhans dan Masvara]at Misidn

3 1 07
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang
Hukum dan Pelindungan Masyara-kat

3 1

lainJain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat*

3 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3 2 0l Pembinaan croup Kesenian dal1 Kebudayaan 'l'ingkat kmbang

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil
r ^-1-^--..r; +;--t-^+ 1w---*^+^^ t^- ra-!-,.-^+^- /ra^+-

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
l.^^-^,,^^- t-^-i l.^66-;a1-^^- l. --: !.---- 1----^a-^- nll\ ti6^r-^+
rPer qJ ul4r veulJ r\vq5.Jla
I,embang

2 Cr4
D-..-li}'---^- aarana .lar D'-sdro-- l1-1" rlar'aar / frrmal'

Adat/ Kea,eamaan Milik L€mbang --

3 2
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Il-Fnrrlr.'aan /Prrmal., A.lai /I(FrdrnaAn \filiL I rmlrqno **

3 2 99
lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

J
Pengiriman Kontingen Kepemudaal dan Olah Raga sebagai Wakil
i,cmbang cll trnE (at Kccarnatan cian Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan {Kepemudaan, Penyadaraan
Wawasan Kebangsaan, ciiii tingi{1at irmbang

?, 3 o3 Penyelenggaraal Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat
i,embang

o5

90-
a}(!

2 o3

o5



C"!.' Ei,l^-d l.^lahvqv vrsqi16 rrvrviir

kmbang**
Olah Raga MilikKepemudaan danPemeliharaan Sarana dan Prasarana

o4? J

o5
bili Peningkatan

ilik
Prasa-ranaanana dSartasran RehaPembangun

bM kmo a-han ang**dK Ragaudaanepem3 _j

Karang Kepe 1ahobKluum daanuK] bTarunabinaanPem
90-
99

lainlain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
J

Pembinaan l,em Adat
Pembinaan LKMD LPM LPMD

Pernbin aa:r PKK0,1

Pelatihan Pembinaan Lembaga tan
go-

iain{ain kegiatan sub bidang Keiembagaan idasya.rai<at-3

.6 r FrlE^t!r1i,riiii'iii, i E irissrwtil iiri

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan
yang diarahkan untuk meningkatlan pemahaman, kapasitas
maSJ in_iiiaaa aia a1jh mclluits^aijaatrr lrEscJdlrlsld.ur urc(nJ<u an1.41, JcurE,
mencakup:

Sub Bid'arg Keiau'raii .jaii Perikalair
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Lem
4 1 o2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik km

4 1 03

4 1 04

Da-L,---,-^- /D-1.,^r.ili+66i / Da-i-nL^166 L^r^hh^ /L^lan D-ril,ananlv!^rv(16urr.!r/r\!rluv!rqJr/lvl.rrr6rrqgr

Darat Milik l-mbang""

Da6,rahdrn,n lp-t -k;li+^-i /D--i--l--r^- D-lararrL^n Da;L.a--n.\v^rqv.qqs., 
^ 

!r1,r.6sq!.ur

Sungai/ Kecil Milik lrmbang*

4 I nq E^-i,,^- D-;1.^-^- hi+

n ,1

o6
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/ Nelavan **

4 1 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

Sub Pertanian dan Peternakan

4 2 o1
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
nertanian ncnooilinoqn Padi /iacn rno dlll

+ 2 o2
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan
per.erna,kan, karrdalg, dll)

<r /12 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat tembang (Lumbung kmbang,
dll
Pemeliharan Saluran SederhanaTersier

4
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
E A?+^ni-n / D-+--^1.^- *l vl !4rr4r,/

90
oo

lain lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Petema-kan*

4 3 Sr:!c' Bidan
=.tr-rr 

Le-:::L'Peni K tas

EE @

Elil@
E]]rE

r/E/-

r/E,@

90-
99

o

t-rTaE



,.1 Il1 Danihdl-ar-n La*ocitac U-h.la I amhoncavrr.r.!!.!9!l!r

4 3 o2 Peningkatan kapasitas perangkat L.embang

4 3 n? PFnin6L-f-n 1.-n.eir.< RPI

4 3
90-
99

lainlain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur i.embang

4 4
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga

U1 Pelatihan/ Pen!'uiuhan Pember<iayaan Perempuan
4 4 o2 Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak
4 4 03 Pelatihan dan Penquatan Penvandang Difabel (penvandane disabilita.sl

4

4

4

5

99
iail-i,iirr kegiai.riri sub L,idarig Pernbcrd,ayaal Pcie ipuar'r darr
Perlind Anak*

Sub Bidarr , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKivI)

4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

J
Penqembangan Sarana Prasarana Usaha Milrro, I(ecit dan lvienengah
serta Koperasi

4 5 Pengadaan Teknologr Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
Pel,cmbangan Non- Pertanian

4 90-
99

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
I

I
UI

Pembentukan BUM kmbane (Persiaoan dan Pemtrentukan Ar*'al BUM

4 6 02
Pelatjhan Pengelolaan BUM L,embang (Pelatihan yang dilaksanakan oleh
l.embangl

4 6
99

^ctsra.r4r sLrrJ urlr4r16 ! Err<urculran' rYrullr.u

4 Sub Biciang Perdagangarr clan Perindustrian
4 7 01 Pemeliharaan Pasar lcmbang/ Kios milik lembang

PembangunanT RehabiiirasiT Peningi<aan Pasar i,embargliios miiik
kmbang **

4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Lembang

4 7 o4
Pembentukan/ Fasilitasi,/Pelatihan,/Pendampingan kelompok usaha
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

4 7
-99

lirlll-riaur l..EEriauau :rLru urLrirrrE, rrr uaBi:u-rBi:ul (ratl rrrfrlrltlsrrlirrr

Dll.rrllllt, r&ll rl-tt tttlru !all! t All .9.&ltl-ll,ItA, l}!rAlrlLlLl! .I.rl!Sli.,t!tJ:' I lrlll!
MENDESAK DESA
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
UE$i1 urgulraaEil-rl ullLu1L rl'sBraLirur PtjlranrBBl.rlturBall Utslrurtlli4, (cauaatrr
darurat dan mendesak:

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
o 1 00 Penanggulangan Bencana
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

2 00 Ke-adaan narrrrat
J Sub Biciang Kea<iaan Mefldesak

5 J 00 Keadaan Mendesak

= (Penambahan Kegiai:an <iitetapi<an oieh iiabupatenT Koai
= (untuk penamann kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Icmbang, misal:

Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

5

5



A.2. Daitar Xode Retening Peudapataa, Eeiarja, rian Pembiayaau

Peneriqraan dari Hasil a(Itar f€Irrban

Kode Rekenirg
a b c d
4 PENDAPATAN

4 1 Pendapatan Asli I€mbang
4 1 1 Hasil Usal.a
4 1 1 o1 Basi Hasil BUMLEM
4 1 I 90 99 Lain lain
4 1 2 Hasil Aset
4 1 , o1 Pengelolaan Tanah Kas l€mbang

t 2 02 Tambatan Perahu
034 1 2 Pasar Lembang

4 I 04 Tempat Pemandian Umum
4 I 2 o5 . I a nn g_a n lrig.a si Lem trang

4 1 2 06 Pelel,angan lkan Milik L.mbang
4 1 2 07 Kios Milik lembarc
A FFm.nf..r.F I -n.Fd.h rP'.srr.n^ r)l.h r.a. n iliL t Fmh.Fd

4 1 ) 90-99 i,ain-lain
4 1 3 Swadava, Partisipasi dan Gotons Royons

4 1 3 90-99 Lain-lain Swadava, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli l,embans

rlasu rutlgutarl l-]crlul1rlg,

4 1 4 90-99 Lain-lain
4 2 Transfer

uana L€moang
4 .) I 01 Dala lembans
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4 2 ol Bagiar-r dari I lasil Paiak dan Retribusi Daerah (abupaten/kota
4 c 3 Alokasi Dana lJmbans
4 2 3 01 Alokasi Dana kmbang
4 ,2 4 Barttuan Keuangan Provilsi
4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuar Keuargan dari APBD Provinsi
4 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
1 2 5 90-99 Lain-lain Bantuarl KeuanAan dari APBD Kabupaten/Kota

Peodapatan Lain-lain
4 3 I Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar l€mbang
4 1 o1
4 3 c Penerimaan dari Hasil Keriasarna I-€mbanq densan Pihak Ketiraa

4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Keliasama kmbang dengan Pihak Ketiga
3 3 Penerimaan dari Banhran Penrsahaan vans trrlokgsi di lrmhano

4 3 3 OI Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di lembang
4 4 Hibalt dan sumbangan dari Prhak KeripF
+ ,1 lji].'ah Ann srmh.hr.F /t.ri pih^L I{ari6a

4 3
Koreksi kesalaltan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas kmbalg pada tahun
angqaran berjalan

3 o1
Koreksi kesalahaa belanla tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Lembang pada
tahun ancsaran berialan

3 6 Bunga Bank
4 3 6 ol Bunga Bank
4 9 Ia.in-tain pendapatan tembang yang sah
4 9 90-99 l,ain-lain pendapaun l,embang yang sah

5 BEI.ANJA
5 1 Belania Pegawai

III

II

IIIII

I

I

I

I

I

I

3

4



Teta da-n l,€m5 1 1

5 1 1 o1
5 1 1 Lem

1 1 90-99 Penerimaan Lain Sah
1 2 Teta dan t

5 1 2 01 Penetr.asdan I l,embang
5 1 02 t L€m

1 2 90-9S Penerimaan Lain t Sah
5 1 3 .JalIrilran Sosial Kepala l,embaag del Perengkat l,elnbalrg

i 3 0i Jaminan Kesehaian l.embang
5 1 02 Jaminan Kesehata-n Perangkat Lembang

1 3 o3 -I a:::::tar: l(e1e,1i!ir.*i5en x Fhrl= r *+aano

5 I 3 o4 Jaminan Ketenaga.kedaan Pqrangkat Lembarg
5 1 4 Tunj4qgq4 BPL

5 1 4 02 Ilqjarlgan Kinerja BPL
5 2 Barang darr Jasa

I
I DrkrrJa Dar a"ts rrr!c!rx arral

5 2 1 01 Belani a Perlengkapan Alat Tuljs Kaltor dan Benda Pos
5 2 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

2 1 o3
i:rciaiija i-ciicngiiapiin ^iai-aiar r_atinian i angga/ i.ciaiaiaii Gali Eanan
Kebersihan

5 2 1 o4
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
Kcbakarao

2 1 05
Belaaja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan
Pengsandaan
Belarja Perlengkapan Baralg Konsumsi (Makan/minum) - Belanja
DardrrB 

^ulsunsr
5 1 o7 Belanja Bahan/ Material
5 c 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbuUSpa-nduk

2 1 10 Belania Obat-obata-n

5 2 1 11 Belania Pakgn Hewar/Ikan, Obat-obatan Hewan
5 2 I L2

5 a 1 90-99 Belania Barans PerlenqkaDan LainnI/a
5 2 c BeLania Jasa Honorarium
5 2 BsLaria Jasa Honorariurrr Tirn yalg iMeiaksarukan Kesiatan
5 a 2 02 Belania Jasa Honorarium Pembantu Thgas Umum Ijmbaag/Operator
5 2 o3 Belania Jasa Honomrium/Insentif Pelavanan Lembang

2 2 o4 Belania .lasa Honorarium AhlilProfesi/Konsultan/Narasumber
5 2 2 o5 Belanja Jasa Honora.rium Petugas

5 2 2 9o-99 Belania Jasa Honorarium Lainnva
5 2 3 Belania Penal,anan Dinas
5 2 3 o1 Belania Perialanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

2 3 02 Belanja Perjalaran Dinas Luar Kabupaten/Kota
Belania Kursus/Pelatihan5 .) o3

5 2 4 Belania Jasa Sewa

5 a 4 o1 Belanja Jasa Sewa Bangunan / Gedungl 8!C!C
Belania Jasa Sewa Peralatan / Perleng]epan5 a 4 02

5 2 4 03 Belania Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 2 4 90,99 Belania .Iasa Sewa l€innya

Belania Operasional Perkantorar5 )
5 2 5 o1 Belarria Jasa Ianggaaan Listrik

,),
..q o2 BFlaria .I"-sa Laflgga.lra:r Li: Ber=h

Belalia Jasa I,ansganan Majalah/Surat Kabar5 2 5 03
5 o 5 04 Belania Jasa Lartgganan Telepon

Elalorio r-e6 t a-dda6a- lFr-.'rar

5 2 5 06 Betranja Jasa Kurir/ Pos/ Giro
Bel,ania Jasa Perpanjangan Ijin/Pajako 07

rasional ?eika nioi'an l;il,-i-ta

I

I

II

I

I



5 2

5 ) 6 Be a Pemeliharaan

2 6 ol a Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5 2 6 02 a Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5 2 6 03 a Pemeliharaan Peralatan

5 2 6 o4 Pemeliharaan an

6 OS Belan Pemeliharaan Jalan
5 2 6 o6 Belan a Pemeliharaan Jembatan

5 2 6 07
Belianja Pemeliharaar Irigasi/Saluran Sungai/Em bung/Air Bersih,
ann Air Limbah Persam an

5 c 6 o8
Belanja Pemcliharaan Jaringan <ia[r Instalasi (Listrik, Teiepon, Internet,
Kom

5 c 6 90-99 Belan a Pemeliharaan
)
5 .) 7 01 Bahan Per Diserahkan ke t

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Pemlatan yang

5 2 7 03 Belania Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5 2 7 o4 Belania Beasiswa Berprestasi / Masyarakat Miskin

DCrdrlta DiarrLuarr DlurL rauaruirrr,, rlEwarl/ rr(iarr

5 2 7 90-99 Belania Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5 3 Belanja Modal

I)l J i belarla Mooal rengaoaan I anan
5 3 1 01 Belalia Modal Pembebasan/ Pembelian Tanah
5 3 1 02 Betania Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

I t elanta Modal Pengukuran dan Pembuatan Serulkat'lanah
5 1 04 Belania Modal Pensurukan dan Pematancan Tanah
5 3 I o5 Belania Modal PeriaLanan Pengadaan Taaah
J 3 I 90-99 Belania Modal Pengadaan Tanerh l,ainnva
5 3 , Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5 3 2 01 Belania Modal Honor Tim vans Melaksanakaa Kegiatan
5 3 ,) o'2 Belania Modal Peralatan Elektronik da.rl Alat Stuciio
5 3 o 03 Belania Modal Peralatan Komputer
5 3 2 o4 Belania Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruansan
5 3 1 0s Belania Modal Peralatan Dapur
5 3 2 06 Belania Modal Peralatan Alat Ukur
5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5 3 2 o8 Belania Modal Peralatan khusus Kesehatan
5 3 2 09 BeLanja Modal Peral,atan khusus Pertanian/Perikanan/Petemakan

3 2 10 Belania Modal Mesin

o 3 ) 11 Belania Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 3 ) Belania Modal PeraLatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya

-1 Relanja Modal Kendaraan
3 3 o1 Belania Modal Honor Tim yang Melal<sanakan KeAiatan

5 3 3 02 Belania Moda.l Kendaraan Darat Bermotor
5 -? .? Rplani. i.{^a.l anqlrrren n.r.f ,l.i.tat RFm^f^r

5 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5 3 3 o5 Belania Modal Anskuta! Air Tidak Bermotor

5 4 Belania Modal Gedunq, Banzunan dan Taman
5 3 4 01 Belania Modal Honor Tim vang Melaksanalan Kegiatan

beiailia l9lurian upai! i eilaga ii'Ei ia
5 3 4 o3 Belania Modal Bahan Baku
5 3 4 o4 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 J ) ireiania iliodai .jaian/Prasarana iaicn
5 3 5 01 Belania Modal Honor Tim yang MeLaksarakan Kegiatan
5 5 02 Belania Modal Upah Tenaga Keria

3 Bclania iUodal Bahan Bai(u
5 3 5 o4 Belania Modal Sewa Peralatan
5 3 6 Belania Modal Jembatan

Bclania iJarars dart Jasa vanq Discrahi<an kcpada Mas,'aral<at

II T-
I

I

Iso-se



a Modal Honor Tim Melaksanakan tan3 6

3 65
3 65

5 3 6

Belan a Modal U

Belan a Modal Bahan Baku
Bclarl Modal Sewa Pcralatan

Belanja Modal lrigssi/Embung/Air Sungai/ Drainase/Air
Limbah Persam

Belan Modal U

o1

o4

@
o3

a

tanMelaksanakanModal Honor Tim01

OD

5 3 7

3o
75

3 7 o3 Belan a Modal Bahan Baku5

O4 Modal Sewa Peralatansl 3 7
Modal J Instalasi5 3 8

5 3 8 o1

5 3 8 02 Modal UBelan
8 03 Modal Bahan Baku5

3 8 o4 Belan a Modal Sewa Peralatan5

5 3 9 Modal lainn
01 Belania Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan5 3 9

5 3 s o2 Belania Modal khusus Ola}traqa
c 3 9 o3 Belania Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5 3 9 o4 Belania Modal Tumbuhan /Tanaman

3 q o5 Belan ja Modal Hewan

3 90-99 Belania Modal Lainnya9

5 4 Belaria Tal< Terduea
aalani-'I-lz'IF-.lrrd^

5 4 1 0i Belania Tak Terduga
6 PEMBIAYAAN

6 1 1 SILPA Tahun Sebelumya
6 1 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya

!_ctrct r t,rr rreura laua-trBa-tr

6 I a o1 Pencairan Dana Cadansan
6 1 Hasil Penjualan Kekayaan lembang yang Dipisahkan

i J UT

6 1 9 Penerimaan Pembiayaan la.innya
6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

2 Pengeluaran Pembia-raan
6 2 I Pembentukan Dana Cadarsan
6 c 1 01 Pembentukan Dana Cadangan
o 2 2 Penyertaan Modal Le mbang
6 ) 2 o1 Penyertaan Modal Le mbang
6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6 ,2 9 90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya

II

III

I

I

@

@

HAS uaian Kc lsanl<an

Belania Modal Honor Tim vang Melaksanakan Keglalan

5



B. For'at Materi fiuataa pe,'yusuaaa peraturaa Bupati roraja ui:ara
tentang Pea5rusunan ApB Le mbang

ffiATERi }IUATAii
PEITYUSI'NAIT PERATT'RAN BTIPATI TORT"'A UTARA

TEI{TAITG
PEiil-USUIi/i\il AIIGGARAIi PEISDAPATTIII DAII BELii,iiiA LEtrBAiic

iviateri muaran Peratrrran Bupaii Toraja ijiara tentang peny,usunan ApB
kmbang paling sedikit memuat:

A. Sinir.ronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
kewenangan l,embang, RKP kmbang,
penggunaan Dana Lembang.

B. Prinsip Penyusunan APB kmbang

ikbupatenTKota
dan kebijakan

ciengan
prioritas

\.,I.r.,^+ ,,-^:^.- I^-+^.^+ -ri--i- --i-^i- __-__ L^_,^ *-_:^r:rvrt-rrrLrcrL Ltr a]41r rLrrLa.lrB lJr r.rrDrp-pi -rtrsip J iariE, iiii.i Us iiie iijaiji pc6aiigail
dalam penyusunan APB L,embang, diantaranya adalah:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Lembang

bcrciasarii,:,an biciang cian kew'cnangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Lembang;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

iin8,gi dnn perai-uraur daerair iainnya; tiii.

C. Kebijakan Penyusunan APB Lembang

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhai:ian pemeriniah irmbang
dalam perencanaan pen5rusunan APB Lembang Tahun Anggaran
berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Lembang disusun dengan menggunakan
pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi ke4'a.
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi ke{a dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
l:1^^-^- 1.^.^ l--: 1--:^.^.. J^.- 1-^^i1 ---.- --..C. 

- l:t- --^-1--..lruri,-r aPl{anr u4[ r. lr,cBralLcul rlcLll llcr>n iEr Lc[ rrli1lrlir.il.L J d.lrE, uu!ir.-r a,'Ptlir.r r

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksuci a<iaiah berciasarkan paria:
1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari

kegiatan yang direncanakan;
2. Capatan atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja

yang akan dicapai yang berqrujud kualitas, kuantitas, elisiensi dan
efektifitas pelatsalaan dari setiap kegiatan;

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
kcprutusaur Bupaii Turaja U'tai a.



D. Teknis Penyr:sunan ApB irmbang
Menguraikan tentang:

i. Hai-hai yang harus diperhailkan dalam peny.usunan ApB i,embang,
terkait waktu dan tahapan penrusunan hingga penetapan ApB
Lembang.

2. Substansi APB Lembang
APB Lemba-ng $emr-r.a-t !"enca-na, penda_pa.ta_n, re:c?-rla beia,nia_ r_r-ntr-tk
masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan
untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek
penciapaian, beianja, cian pembiayaan.

a. Pendapatan
Pencl-a-na-ta:r L.emLrans vans rlianooarkan dalarn APR I^ernhano
Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yarlg terukur
secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
perrei iiiiaamrya. Oieir kan'ena itu derlau:r pedoilal perrSrusurtatr APB
l.embang harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang
meliputi:
(i) Kepastian penriapatannya, rcrmasuk pagu anggaran

pendapatan dari transfer; dan
(2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

b. Belanja
Belanja kmbang han-rs diarahkan digunakan untuk pelaksanaan
pemerintahan irmbang yang menjacii kewenangan pemerintah
Lembang yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Lembang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundalg-undangan. Pedoman penJrusunan APB Lembang secara
rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
penJn-r-sr-r-na-n APB Iemtrang <lan sisi trela,nja, ya,ng mefipr,r-ti hela.nja-
pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pcdoman ilen]'usurail APB Lcmba:ig haius me gatui hai-lial yang
memastika-n bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah
memperhitungkan tingkat kemahaian seria kondisi geograiis
l,embang. kmbang dapat mengatur standar satuan harga yang
disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai
patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang
lebih tinggi dari kabupaten, maka kmbang harus menyampaikan
a,la,sa-n ya,ng kr-r-a,t.

Pembiayaan Lembang
Pedomal p€n5rusunan APB Lembang harus menguraikan secara
rinci hai-hai yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB
kmbang dari sisi pembiayaan, yang meliputi:
{1) Penerimaan pembiayaan. terdiri dari SiLPA dan pencairan

kembali dana cadangan; dan
(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan

pengaiiggaiarr dana catlafi gan.

3. Cara mengisi format APB Lembang
a. Renca-na penriapaian memuat keiompok <ian jenis penciaparan

Irmbang, yarrg dipungut/dikelola/ diterima oleh Lembang. Jenis

C



cian Objek penciapaian irmbang seianjutnya ciituangkan ciaiam
penjabaran APB Lembang.

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi
ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatar.
Klasilikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja,
dan rincian objek- Objek belanja dan rincian objek helanja
dituangkan dalam penjabaran APB Lembang.

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan
-.^..- -l^^^+ J:-,'^^1.^- ,,-+,,1- *^-.,.,,'^ l^l:^:+ ArtD I ^*l^^..^ ,{^.^
Jd!rB udPat urEiLlrlcu:cLrr LllrLLlIt rll!rrLllLrP lri-rtsl( rll ,J tr!11lUculEi Ltall
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan
surplus APB Lembang yang masing-masing diuraikan menurut
keiompok, jenis, cian objek, pembiayaan. Objek pembiayaan cian
rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB
l,embang.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Menguraikan ren[ang hai-hai iain cian i<husus yang periu ciiperhatikan
dalam penyusunan APB Lembang, diantaranya:
1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan

dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan
material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong
royong dengan melibatkan partisipasi masyar:akat untuk memperluas
kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyaralat setempat.

2. Kebijakan Daerah.



C. 1. Format Rancangan Peraturan Lembang tentang ApB Lembang

KEPALA LEMBANG .,... (Na:na Lembang)
KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten / Kota)

DE\D /t'rrr TD A nt I ErtrDAl\ri.r ^-L^--rtrralrrct ! rrru(11rts,

NOMOR... TAHUN...

_t I,r\ l,au\ u

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
TAHiii,i ANGCARAi'I ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALI LElviBAiriG (i{ama i,embangi,

Menimbang a, bahwa Anggaran Pcn<iapatan <ian Beianja i,embang sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Iembang dilaksanakan
secara terbuka dal bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Lembang;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang
Tahun Anggaran...... termuat dalam Peraturan L,embang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kmbang Ta-hun
Anggaran 5rang disusun s,esuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan lembang berdasarkan prinsip
kebersamaan, elisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
benrra..,..asan lingkr:ngan, dan kemandiria-n seh-ingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyara-kat yang
^lll * ^l-*,, - ,{^- ^-',^Lr^-^.ual ouJa, r(L, o,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana rtirnaft51d
da.lam irurui a dan hurui b, periu menei,apkzm Feraiuran
l,embang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
kmbang Tahun Anggaran ....;

ivlengingat I
o

3 . ......dan seterusnya;

Dengan Kesepakaian Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG ... (Nama lembang)

dan
KEPAIT\ LEMBANG ... (i',iama Lembangi



Menetapkan

NlElVl U I U )_r\A1\:

PERATURAN LEMBANG TENTANG ANGGARAN
PEI'IDAPATAi\I DAI{ BEi,Ai.i.jA LEiyiBni.iG....... TAiiiJi\i
ANGGARAN.....

Pasai i
Anggaran Pendapatan dan Belanja Irembang Tahun

Anggaran
..... . dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan kmbang Rp..........................
2. Belanja kmbang

Surplus/Defrsit

3. Pembiavaan Iembang
a. Penerimaa-n Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
qal'rdit- D^E'hi^r.^^6 , ^ -, 1^ \

Rp

Pasal 2
lr*^i^- l^l-l!- l.-.^:,,i A-^^^-^- rl^-.1^-^r^- .J^.^ D^r.--:^,a,uu( nrr66aiarr I \ rrlral,aLdr, !rdl D\ rarua

Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
rerpisahk?n dari Peraruran i,embang ini:

Pasal 3
Lampiral sebagaimana dimaksuci tiaiam Pasai 2 memuat:
a. APB Iembang;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. ciairar ciana caciangan, jika rerseciia; rial
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Lembang menetapkal Peraturan Kepala Lembang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarja
kmbang sebagai landasan operasional pelaksanaan
APRI.ernhanc'

Pasal 5
{ 1\ Pcmcrinf ql-r I crnl-'qnc dqnat ynalqlzql:nolrrn lzecririrn

untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

a,1! D^-l^--^- l,^;^+^- ^^1-^-^:-^-^ .!.:*^1.^,,,1 --J^ ^..^+(zl, r L'ruaJ1a<u .,rua6ai,,,or.1 P.lrrd aJat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah tcmbang dapat melakukan kegiatan

penangguiangerr bencana, kea<iaan <iarurat, <itrn
menkmbangk yang belum tersedia anggarannya, yarlg
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
irmbang tentang perubahan APB irmbang.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. bukan merupakal kegiaian normai dari airtivitas

pemerintah lcmbang dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. ddak <iiharapkan terjadi secara beruiang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

kmbang;

Rp

Rp..........................
Rp..........................

p-r\1,...........'...'..........



ci. memiiii<i dampak yang signifikan rerhaciap €rnggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yalg luar biasa dan/ atau permasala-hal
sosiai; cian

e. berskala lokal lembalg.

Pasai 6
Dalam hal te{adi:
f. penambahan dan/atau pengurangan dalam

pendapaian Lembang pada iahun berjaian;
g. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeser€rn antar objek belanja; dan
h. kegiai-an yang beium ciiiaksanai<an tahun

sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepaia irmbang ciapar mendahuiui perubahan APB
L,embang dengan melakukan perubahan Peratural
Kepala kmbang tentang Penjabaran APB lembang dan
memberiiahukannya kepacia BPL.

Pasal 7
Perai:uran Lembang ini muiai beriai<u pada ianggai
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengeiahui, memerintahi<an
pengundangan Peraturan lembang ini dalam Lembaran
lembang... ....(Nama kmbang).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA LEMBANG ..{Nama Lembarlg'}

tanda tangan

1\ATVL'T

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARiS LEiviB,.u\G ... (i.iama Lembangi,

tanda tangan

LEiviBA-RAi\i LEMBI1NG ... (i\iama irmbarg) TAIiUN ... NOMOR ...



C.2. Format APB I,embalg

Contoh:

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBANG.........
NOMOR..........TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
LEMBANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
PEMERINTAH LEMBANG..............

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING
ANGGARAN

Rp.
SUMBER

DANA

1 2 4 5
a b c b

4 PENDAPATAN
4 1 PAkmbang
4 2 Transfer
4 Pendapatan lairr-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan kmbang
1 1 Penyelenggaraan Belaija Penghasilan Tetap,

Trrnjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala kmbalg

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Statistik dan Kearsipan

1 o1 Pelayanan administrasi umum dal kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,
dx)

1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
2 Pelaksanaal Pembangunan kmbang
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pernbangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belajar

2 1 05 3 Belanja Modal
5 Penanggulangan Elencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak

1 Penal ggulangan Bencana
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 Keadaan Da-rurat
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga

dst
JUMI.AH BEL,qNJA

SURPLUS / (DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN

IIIrrII
IIIIIIIIl

I
II

I
I

II

IIIIIIIII

II

rIIIrIrI

I
I-I-I-

-I
-I

IIt
IIII

--lIlr
--IIIIIIIII

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I

URAIAN

5

l--



6 1 Penerimaal Pembiayaan
6 2 Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

IIIrIIIIIIIIIIII TI I
Kepala kmbalg,

Keterangang Cara Pengisian
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifrkasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifrkasi ekonomi terdiri dari Pendapat€n, Belanja dan
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi;

a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)

- Bagian Pembiayaan diisi:
a, Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenllatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagi ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Da]la yang digunakan datam

kegiatan (kolom 1.c) terkait



D. i. Format Rancangan Perkaiem tentang Penjabaran Anggaran penciapatan
dan Belanja Lembang

iiEPei-4, LEMBAi\IG ..... (i.iarna i,embang)
KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten/ Kota)

PERAT'U RAi\i IGPALA LEiv{BAi\iG... (iiama i,embarrgi
NOMOR... TAHUN...

TEiiTair'G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

TAHUN ANGGARAN

DEI\IGAN RAHiviAT TUiiAi.{ YAi'iG tuiAHA ESA

KEPAI/, LEMBANG... (Nama Lembang),

rvlemmpEmg : bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasai 4 Peraruran
Lembang Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Lembang Tahun Anggaran ....., mal<a perlu men5usun
Feraruran Kepaia i,embang tentang Fenjabaran Anggaran Fenciapatern
dan Belanja kmbang.....(Nama Lembang) Tahun Anggaran ......;

.......;

. ......dan seterusnya;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PEi\iDAPATAi.i DAii BEi,riili.jA LEiviBair-G.... TAH-rji\i Ai\iGGARAi\i .....

o

3

Pasai i
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Anggaran ...... terdiri dari:
i. Penciapatan irmbang

a. Pendapatan Asli Lembang
b. Transfer
c. Lain-iain Pendapaian yang sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja Lembang

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah l,emb.
b. Bidang Pembangunan
c. Bidane Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak [embang

Belanja Lembang Tahun

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp



iumiah tseianja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan i.embang
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaarr

Seiisiir Pembiayaan (a- b I

Diuntiangkan cii ...
pada tanggal ...

SEIiRETARIS LEiviBAliG ... (itiama irmbang),

tanda tangan

iiAlviA

BERITA LEMBAI.IG ... (i.iama i,embalrgl TAi"iUi\i ... I,{OMOR ...

Rp

Rp
Rp
Rp

Pasal 2
Ur aiilr icbiir iarijui Fcujai-rar arr Ar.rttar'al Fcudapaia:r riiur Bcialja
Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam
l,ampiran yang merupakan brgan tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala i,cmbang ini.

Pasal 3
rtlallsalraarl rcl{auararl ArrBB,i{r ilrr rtrluaPd.l.ialr DcratrJa rrctriuailB J/ajl8
ditetapkan dalern Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalar"
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepaia Seksi peiaksana kegiatan emggaran.

rcr aLur anl Atpana,'
diundangkan.

Pasal 4
rrg.ruUaIrE, llll ltlLllirl UCI la5,tl Paua LanIBEan

Aga,t setiap oraiig ciapai- irrrrgetairui, nerrerirtaiikarr perrgurr,ja[gari
Peraturan Kepala lcmbang ini dengan penempatannya dala'n Berita
Lemba.ng ........ (Nama Lembalg)

Ditetapkan di
pada tanggal

l\!.rAr-A Lr,lvlrJAl\u..... tl\alna Lerncang

tanda tangan

r\Alvlft

t(D......-...........



D.2. Format Penjabaran Anggaran pendapatrn dan Beianja iembang

LAMPIRAN
PERATLINAI{ I{EPALA LEiIiBAiiG.....
NOMOR..........TAHUN
TENTANG
PEi{JABAFAN AiiGGARAii PENDAPATAI.i
DAN BEI"ANJA LEMBANG

FOR&iAT PENJABARAi{ AIiGGARAii PEI{DAPATAI{ DAi.i BEiNiiJA
LEMBANG

PEMERINTAH LEMBANG..............
r.\r]vrt rlt!lr\.rr,lj\iii\-........, ..

Contoh

KELUARAN/OUT
PUTKODE REKENING URAIAN VOL- SAT

ANGGARA
N

SUMBER
DANA

I 2 3 4 5 6 7
a b c a b c d

4
4 I

PENDAPATAN
PALem bang

4 1 1 Hasil usaha
4 11 <Obyek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 Pendapatan lainlain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama

Antar L,embang
4 3 ! <Oh:ek Penrlanqtan>

dst..,

.]UMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 I Pen',clpn oaera a n Fcrerinrrha-

l,embans
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Pelghasilan Tetap, Trrnjangan dan
Operasional Pemerintahan
kmbang
Peryediaan Pe-nghasilan Tetao dan
Tunianean Kepala Lembang

1
,l

o1

01 5 1 Belanja PegawaiI 1

I1 Panahacilan Tar.n A. T\rnienhn

KeDala irmbang
1 t o1 5 1

I 01 5 1 I <Rincian Obyek Belanja>I
AArni-i-r-a6i I.-#nA11Ar11'ah

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

II

-IIII II-- I
II IIIII--I

IITTIIIIIIIITI

II I-I-

II--
1

T

L I

tt
f------r-------ttlt 1-l !

II

IIli



1 3 0i
kependudukan (Surat

Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu

administrasi umum

dlu
I J 01 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 0t 2 2 ) Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

2
Pelaksanaan Pembangunan
lembang

2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan / Rehabilitasi / Penin

gkatarl Sarana Prasara-na
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belaiar

2 1 05 5 Belanja Modal
2 1 05 5 3 Belania Modal Gedung dan
1 I 05 5 J 4 < Rincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak
5 i Penanggulangan Bencana
5 1 o0 Penanqqulanean Bencara

1 5 4 Belania Tak Terduga
1 5 4 00 Belania Tak Terduga
1 ooI s 4 00 00 Belania Tak Terduga

JUMI.AH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN
6 I Penerimaan Pembiayaan
6 I I SiLPA Tahun Sebelumnva I

6 1 1 1 SiLPA Tahun Seb€lumnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 i Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

ds
SELISIH PEMBIAYAAN

--I

I

I-I-

IIIII

-III
II I

-III
IIr TrIIIIIIII

--

I-II

III III rII-

-III

II
III r---II II
III III-
IIII IIII T IIIIII

-r--

5
5

Kepala Lembang,

Keterangan Cara Pengisian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

I

--t-
Ilt
I

t
I

I

II
lt

I

IIilr ll
I

tttl
loo
loo

L
I

I - T--r-

tl
II

I

I . .... ... .. . .... . . ...... ... . . .



Kolom 3 :

Kolom 4 :

Kolom 5

Koiom 6 :

Koiom 7 :

- Baglan penriapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapata.n:
^ iani. nqn.]--o+an. ,16-

d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:

r hel*ni;r'
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. dncian obyek belalja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelomook pembiavaanl dan
c. jenis pembiayaan

Uraian Pendapatal, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Volume diisi dengan volume [ium]ah] output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume
fiumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Satuan diisi dengan satuan output (pal<et, unit, krn, Ha) kegiata-n dan satuan
(paket, unit) input pada rincian obyek belanja
Anggarart diisi dengan jumiah anggaran yang ditetapkan
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom
1.c) terkait



E. I Onnat ranouan Evaluasl Kancangan reraruran lfmDang tenrang Arl,
kmbang

PAiriDUAi.i E-vrALUASi
RANCANGAN PERATURAN LEMBANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

A. DASAR PEMiifiRA}.i
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APB L,embang) sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan [.embang yang dibahas dan disepakati oleh
Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
-^^. 

^-^1-^r ! ^-1-^-- +1^- . -1^---rrr4syilr a$.ct L r-rgrlrlJc(IrE, qrLcLctPrt.cur uc(P L.urLrrl LrclrEcul rctctLLllctll LqrlrL,ctllE,.
2. APB Lembang disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan kmbang yang

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan
disiplin anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan lrmbang
!^-+^-ry A trD r ^-L^-^ L^-,^ J:^-,-l--^^: ^t^L D,--^+:nr r-, rJL.luu.arrE r1ar LID LrluvcuLtaor \I\-rt rJLrlJarr.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Lembang sebagai acuan
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Lembang
tentang APB kmbang dan Rancangan Peraturan kmbang tentang
Pen-rlralnan APB Le:nba-rrg.

B. MAKSUDDANTUJUAN
Iviaksuci cian i'ujuan panciuan ini, yaitu:
1. Maksud

Prn,'lrren ini .lir'-.Ls"dLan rrnf',tz rlapri.rnin terannainr.n n-incin LcnotrrhanPr r P
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan l.embang
dalam membiayai Pembangunan kmbang berdasarkan kewenangan
i,embang yang menguiamakan kependngan umum dan sesuai ciengan
ketentuan peraturan perundangan.

2. Tuiuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/ atau
Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan lembang tentang APB
i,embang aiau Rancangan Peraruran i,embang tenrang Perubahan APB
kmbang,

C. SASARAI'i EVAL-Ur:lSi

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1 n;nar^lah rlora Aon inf^r-si ,,D-^ .L-- meni^Ai Aoso. rrnttL mamha;Lah

penilaian kepada Lembang dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan
dan penetapan Raacangan Peraturan kmbang tentang APB lembang dan
Rancangan Pcraturan i,embang tentang Perubahan APB i,embang.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada kmbang dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Lembang tentang APB kmbang dan Rancangan
Peraturan kmbang tentang Perubahan APB kmbang.



D. RUAi{G Lii.iGKUP EVALUASi
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
I Acn,-L ar{rnirristraqi \.anc, rnelin,i+i irl,-ntifilraci lrelenqkan n cltta dan; . i irP!..

informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan
Peraturan l,embang tentang APB l,embang dan Rancangan Peraturan
i,embang tentang perubaha-n APB i,embang;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yarrg
melandasi pentrusunan Rancangan Peraturan Lembang dimaksud:

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Lembang dan RKP Lembang; dan

4. Aspek subsiansi anggaran ciaiam strukrur APB i,embang yang meiipuil
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi

e r -h.,LDh -l.no1,ah ,.an- ^a,hr dilot -,rLn- rl^ln- f\ali.lLc-h..,.t hFrc.ie--n

evaluasi, yaitu:
1) Pembentukan Tim Evaluasi APB lembang Kabupaten/ Kota ditetapkan

dengan Surat Kepuirrsan Bupati tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB kmbang dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Iernhang, clalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati

2) Tim Evaluasi APB Lembang sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri
dari:

a) Ketua : Pejabat pa<ia Bagisll Hukum Sei<reiariat Daerah
Kabupaten

L.\ Qelzr.et^*is Daioh'rl hD,l. F\ihas DarilrarAar,--n \te$'-raLat

dan Pemerintahan Lembang Kabupaten/ Kota
atau sebutan lainnya

b) Anggota : SI(PD rerkair
3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati dapat mendelegasikan

er:a,It:asi P-alcalgan Peratr-rran Lembang tentarg APB Lembang da:r
Rancangan Peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang
kepada camat atau sebutan lainnya.
Apabiia peiaksanaan evaiuasi APB irmbang ciicieiegasikan kcpacia
Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan
Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB Lembang dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Lembang.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
I ^-L^-^   rrf) ! ^-L--^ .{^- D^-^^-^^- D^-^+,,--- r ^-L^--!r-.ruLrou]ts, LLrrtan16 nr L, r/L rrrrJar16 !'iaur r\airiia.rrBa-iri i uiaLlriaili .i_,!:iiiijaii6
tentang Perubahan APB Lembang kepada camat ata.u sebutan lainnya,
selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Iembang
c) Anggoi:. : Unsur pemeriniah kecamatan <ian iiPT

Kecamatan terkait
_<\ A'.lc,.'^t.e Tlrq fr,'a!1:35i d.irnaksud adal.h ne.iahrt ara1r sf ,f a'.nr, r--rnililzi

kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan kmbang tentang APB kmbang dan
Rancangan Peraturan irmbang tenirng Perubahan APB irmbang.

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
(APBD) Kabupaten.



b. Dokumen Evaiuasi
1) Dokumen Utama

2l

a) Rancangan Peraturan Lembang tentang ,APB Lembang ;'ang telah
disepakati bersama BPL; dan/ atau

b) Rancangan Peraturan trmbang tentang Perubahan APB kmbang
yang telah disepakati bersama BPL.

Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disturrpaikan oieir Le mbang

- Keputusan Musyawarah BPL Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Lembang tentang APB kmbang (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Lembang), berita acara
hasil musyawarah; atau

- Kepuf'rsan Mus1,'a'.r.an-ah BPL Pernbahasan dan Penl'epak-atan
Rancangan Peraturan Lembang tentang Pen-rbahan APB Lembang
(untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB
irmbang);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJM
kmbang).

- Rencana Kerja Pemerintah Lrmbang (RKP Lembang) tahun
berkenaan.

- Doi<umen yang reicvan (misai, Percies tentang pcmbentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendirian BUM[.embang, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMlem, dll)

b) Disiapkaa oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan lrmbang
- Peraturan Bupad reniang Daftar Kewenangan berciasarican hak

asal-usal dan lokal berskala Lembang
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hal<

asal-usul dan lokal berskal Lembang
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di kmbang
- Peran:ran Bupad teniang Dana i,embang
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Lembang
- Darafrrran El,r6ari rahfanc Elaai IJacil DaiaL Aan Patril-rrrei haa-al.rr/s!'. . rqvu

- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di kmbang

- Peraturan Bupati teniang Lingkup Pembangunal i,embang
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Peiaksanaan Evaiuasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a.
9ernarilzsaqn LFlFncrLe?\ah dnt rrrnen arr-rl'r-rsi ed*nin.istrasi A.rn le"r-'lit.rsv*. -vb<.lav.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:
a) Keparuhan aias kelengi<apan penyampaian ciokumen evaiuasi;
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan

yang akan dievaluasi;
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan

peraturan yang akan dievaluasi;



d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan <iievaiuasi ciengan
teknis penyusunan peraturan Lembang;

2) Langkah-langkah evaluasi:
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
b) t argkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan

lampiran semua dokumen;
c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan

l,^l-- ^1.^ ^^- 1^,-^i-^- ^^--,^ r^r.,,*^-.rLrrrqG Lrr rr\(J I i i-ii,

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua
dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang
batas waktu penyampaian dokumen;

e) tangkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1

- tA 4J/u '.

Catatan Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak
terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada
Pemerintah lrmbang untuk melengkapinya. WaIftu
--lol--o-^^- Fv^l!t.si r;hifrrnd l.^*l--li .-r-l-L,.l^l-,*--

diterima secara lengkap.

b. Evaiuasi kebijai<an cian struktur APB irmbanglperubahan APB
Lembang.

l"angkahJangkah evaluasi terfuang dalam lembar ke4a, terlampir.

3. Hasil Evaluasi
Seteiah seiesai meiaksanakan evaiuasi Rancangan Peraturan irmbang
tentang APB Lembang atau Rancangan Peraturan Lembang tentang
perubahan APB Lembang, Tim Evaluasi menlrusun laporar hasil evaluasi
yang dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikota.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
+--L^/l^- Dah^^--^- D-,^ha-^- I ar-k^n^ +--f^hd ADE I a.-l ^hrLr t \..r 116 16 aLau

Rancangan Peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang sebagai
umpan balik kepada pemerintah Lembang untuk melakukan
penycmpurnaan atau persctqiuan terhadap Rancangan Peraturan i,embang
tentang APB l,embang atau Rancangan Peraturan l,embang tentang
Perubahan ABlembang. l,aporan hasil evaluasi (LHEI tersebut secara garis
besar menyajikan informasi mengenai:
(a) evaluasi atas sistem APB lembang atau Perubahan APB kmbang, dan
(b) evaiuasi aia.s substansi AFts irmbang atau Ferubahan APB i,embang.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan kmbang tentang APB
Lembans atau Rancangan Peraturan l,embang tentang perubahan APB
l,embang didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang
atau sebutan iainnya; cian

b. Inspektorat Daerah Kabupaten.



)
Lembirr Evaluasi APB Ler:nbang
Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :

lembang :

Asyrek/ Kr>mpon,en Periksa

As k AdmirListrasi dan tas
1.1 Apakah seml.la dokumen ,:valuasi telalt

diterirna dar.i. Desa secara I
x..2 Apakah penggjuan Ranca rrgan P'erlem

tentar,g APB Desa atau Ra.ncang;an
Perlenr tentang Perubaharl APB Lembang
dilakukan tepat wal<tu

Apakan BPD telah nrenyeprakati Rancangan
Perlerrt tenta:rg APB kmbzing/ Rancangran
Perlerrr tentang Peru.baharrL APB l,embang

Alat Verifikasi

Keputusan hasi I Musyawara]r
BPD Pem bahasrLn dal
Penyepakatan Perdes tentan5l
AP13 Lembang/['eruba)ran AF'B
l,ernbang (lihat tggal kr:putusan)

Ke1:utusan hasi L Musyawarah
BPL Pembahasan dan
Penyepakatan Perlem l-entan!{
APB Lemb/Perubahan APB ttesa

Berdasarkan aturan, 3 hlrri setelah
disepakati bersama. Perlt:m
tentang APB Lem/ J?erlem tentarrg
Perubahan ltPB k mbang harus
diajul:an kepada Bupati atau
camat: untulr dievaluasi
Berdasarkan Permendagri
mengr:nai BI)D

Kes csuaian

Ya Tidak

1

1 2

Keterangan

)

I No.

Kesim.pulan penilaiLan asJrek Adrninistrasi dain Legalitas:

I

I



2 Aspek Kebiia.kan drrn Stnrktur A.PB Desa/Perubahan APB Lemba.
2.L Umunr

1.1

1.2

Apakah Rancangar. Perdes tenta.ng
APBLem/ Perubahan APB L,embaLng disusun
berdasarkan RKPDesa/ RI(PLem bang
Perubrrhan t;rhun krerkenaan
Apakah penempatan pos l?endaflatan telah
sesuai. denga,n pera.turan Perundang-

RKP Lembang atau RKP Perubah
tah.un berkenaan

Perlem te rkait PAlemt,ang (misal
Perlem t€ ntang Fungutan, dll)

undarrgan 
.Itz I

2.2.t

'>aa

Penda tan
Apakah estimasi pendapatan ral;ional rlan
realisti.s

)cc Apakah estimasi pendapatan l,e:nbang
yang trersurrrber dari Pendapatan Asli
l,embang ras,ional clan rea.listis, serta
dida tkan secara [e Lembang
Apakah estinlasi pendapalan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rresiona..
dan re,alistis
tselan :I

2.3.t Apakah penempatan pos l3elanja telah
sesuai denga.n pera.turan Perunclang-
undarL

lraa Semua kegiatan Belanja Lembang telah
sesuaj. denga.n Kewenangan lrm bang

2.3.3 Apakah ada prograrrr/ keg:iatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
multi ears

2.3.4 Apakah bela.nja k:mban11 yangl ditetrrpkan
dalam APB Lembang paling banyak 30%
dipergunakan untu.k:

2.3[

II
-l-t
-t

I

tunjalgan Krnlem dan perrengkat

))

I

Petbup/ Perwal r.entang Daftar
Inventarir; Kewenangan l,emtrang

1. dan



) )

2.3.6

[,embeng;
2. operasionr pemerintahan Lernbang;
3. tuniangan dan operasional BPL
4. insentif ru.kun te' dan rukun r

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasionrd untuk
Kepala Lemb,ang detn Pera.ngkat Lemba.ng
sesuai yang ,litetapkan dzfam pr:raturan
Bu ati.

turan Bu ati.
2.3.7 Alokasri belarrja derrgan olrtput yang akan

dihasilkan lcgis karena telah
memperhitungkan tingkar: kemahalan
dan afir; Standar H

2.4 Pembiayaan
Apakah pene mpatan pos lf,embieLyaan telah
sesuai denga-n pera.turan Perun<lang-
undarrgan

untuk pembentukar r Dana Cadangan ._
Apakah Pemlbentukan Da:na Cadangan telah
diteta;rkan dengan Peratu ran lrmban
Apaka.h ada pos pengeluarr:n pembiayaan
untuk penyertaan rodal pada BtlMLem _

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMLem,
telah t;esuai dengan peraturan
perunCang-trndangan darr ditetaLpkan
melaleLui Perlturan l,embang dan
memenuhi nilai kel usaher
Pada e:valuas,i Perul:ahan APB k:mbanq,
pada pos perrerimaan penrbiaya:rn terdapat

PeraturarL Bupati tentang ADL
atau Perbup ten tang Penetapan
Sillap Kepala Lembangl dan
Perangkat lrml:ang

t

Sta.ndar llarga 1'ang dit.etapkran
Kabupaten

2.4.1

l'^
l'-t

Peraturan Lembang ter:rtang Dana
Ca

Peratural Lembang tentang
Pernbentr"tkan BUMLern dan lhasil
anirlisa k :layakrrn usaha

rl SiIPA lahun anqsal an set,elumn VA

Besaran Ttrnjangan dan Operasional untuk
Anggota BPL, serta insentif RT/I?W
diangtriarkan sesual yang Citetap,kan dalam

I

I

I

12.4.2 Apakan ada pos pengeluarim pembiayaan

I

I

I

Peraturan Bupali tentang ADD
atau Perbup ten tang Penetapan
Sillap Kepala Lemban6l dan F'erang
krrrbang



) )

Pada eva-luas. Perubahan I.PB l,ernbang,
SiIPA tahun sebelumnya l.elah digunakan
sel

Kesimpulan penilaiian aspek Ad:ninisb asi da:n Legalitas:

Evalu,:rsi dilerkukarr tanggal:

Hasil Evalua.si (cor,:t yan51 tidak sesuar):
o Untuk disetqjui Bupati

Untuk Diperbaiki Dtesa

Ilanda l.angan Ketua Tim Evaluasi

I,lama

.labatana

2.4.7



l.-{.1. Format Peraturan Lembang tentang Perubahan Anggaran Penciapatan

dan Belanja L.embang

i(EPAi,A LEiviBAIiG ..... (i.iama i,embangl
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAI\I LEMBA].IG... (i{ama i,embargi
NOMOR... TAHUN ...

TEi.iTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA LEMBANG
TAHUii A]',IGCAR ll\i ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i(EPAi.A LEiviB.tiG (iiarna i,embalg),

Ivienimbang a. bah'wa sehubungan terjacii perkembangal yang ticiak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja lcmbang, karena adanya perubahan
pendapatan, beianja dan pembiayaan, periu ciiiakukan perubahan
Anggaran Pendapatan da"n Belanja kmbang Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, periu menerapi<an Peratrrran i,embang renrang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APB Lembang)
Tahun Anggaran ....;

iviengingat 1......;
2......;
3. .....dan seterusnya;

Dengan Kesepai<aran Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG ... (Nama Lembang)

dan
i(EPAi,lr LEMBAi{G ... (iiama Lembangi

MEMUTUSKAN:

Menerapir:an : PERATijRAi.i LEMBAi\ic TENTAj\ic PERijBAiiAi.[ Ai.iGGARAi'i
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG......TAHUN ANGGARAN,.....

Pasai i
Anggaran Pendapatan dan Belanja Lemb Tahun Anggaran ..... semula
be{umlah Rp....... ,-,. ........ ), bertambah/berkurang sejumlah
Rp......., (.......... ) seiringga menja<ii Rp.......... ,- t.......... i clengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Lembang

a. semuia Rp....................
b. bertanbah/ (berkurang) Rp
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp....................



2. Beianja i,embalg
a. semula
b. bertambah/ (berkurang)
Jumiah beianja seteiah perubahan
Surplus/ (Detisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan i.embang
3. l. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. BenambahT(berkurangl
Jumlah penerimaan setelah perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Sernuia
b. Bertanbah/ (berkurang)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEI(RETARIS LEMBAI\iG ... (i'iama irmbang),

tanda tangan

iiAl'/rA

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
r(p
Rp...........

Rp.........
Rp

Pasal 2
Uraian iebih ianjut Perubahan Anggaran Penciaparan <ian Beianja
Lembang sebagaimana dirnaftssd Pasal I tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lembang ini.

Pasai 3
Kepala Lembang menetapkan Peraturan Kepala kmbang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang
sebagai iandasan operasionai pelaksanaan Perubahan APBLembang.

Pasal 4
rrldluritll rrcluuiar.rB, uu auurir-l r.rEr liiJa.u Paud IZu.rB,g,i! ulurruanrB,fi,i4rl.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengu.ndangan
Peraturan Lembang ini <iaiam Lembaran lembang... (nama i,emb).

Ditetapkan di
Pau.a ranrBEd]

KEPALA LEMBANG (Nama Lembang)

tancia terngan

NAMA

LEtvIBARAii LEivIBAiiG ... (iiama i,embang) TAHUii ... NOiviOR

Jerlsu] remDrayaan seteran peruDail.an( a* D, t(p...................



)

F.2. Format Pembahar r\nggaral Pendapatan dan Belanja kmbang

Contoh:

Cara pengisian:
Kolom I : diisi de,ngan krde reke ning ber,lasarkaj1 klasilikasi bide ng kegratan
Kolom 2 : diisi dengan k,rde reke oing ber lasarka:'L klasifilasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan st:luruh uraian sel:elum pt:rubahan
Kolom 4 : diisi dengan ai'rggaran sebelurn perubahan
Kolom 5 : diisi dengan st:luruh uraian ser:elah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah 1:erubah:.n
Kolom 7 : diisi dengan br:saran jumlah anggaran 1'ang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

LAMPIRAN
PERATURAN ]-,EMBAI\ G
NOMoR....... TAHUN..........
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PE\ DAPATI.N DAN
BELANJA LEUIBANG

Kepala kmbang,

PERUE,AHAN ANGGAR/\N PENT)APATAII DAN B]ILANJA LEMBAI'IG
PEMEFINTAH I,EMBANG..............

TAHUN 4NCGARAN............,

SEIUULA NlENJADI
KOD "' REKENING URAI/\N AIIGGARAI{ (Rp.) AN(.GARAN (Rp.)

BERTA}4BAH/
(BERKURANG) SUMBT'R DAN \

UR CIAN
I 2 3 4 5 6 7 8

a b c a b
IIII

)

( . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

t_
t-



G. 1. Format Peraturan Kepaia i,embang tentang Penjabaran Perubahan
APB Lembang

Lfi'pAI A I FI\tRANn (Irlnrna I ernl-rrna\

KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATU RAii I(EPALA LEIviBAi\iC. .. (ii ama i,embang)
NOMOR... TAHUN...

TEi\iTAi'iG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN.IA LEMBANG
IAnUN Al\ tru1ll<At\

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i(EPAi,A LEMBAI\IG... (Nama i,embang),

Menimbang : bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasai 3 Peraturan
Lembang Nomor...... Tahun......tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja lembang Tahun Anggaran......, maka
perlu men5rusun Peraturan Kepala Lembang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Lembang. .. (Nama T,emtrang) Tahrrn Anggaran ..-..;

Mengingat

. .....dan seterusnya;

VIt,Tr'I U I USl(.1\1\:

MCNCtApKan: PERATURAN KEPALA LEMBANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LEMBANG.... (Nama kmbang) TAHUN ANGGARAN .....

Pasai i
Anggaran Pendapatan dan Belanja l,embang Tahun Anggaran
.....semula berjumlah Rp .......,- (................. ),
bertambah/berkurang sejumlah Rp.......,- (..........) sehingga
menjadi Rp.......... ,- (. .......) dengan rincian sebagai berikut:
I - Pendapatan Lemhang

1. I . Pendapatan Asli Lembang
a. Semula Rp..................
L D^-+^-L^L r rL^-l^,-^--\lJ, r-r!r ra.rr.LUa.rrl trrLr Ir'r-rr arrE, D-

1

o
2

Jumlah PAL setelah perubahan Rp...... . .......



i .2. Transfer
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumiah pendapatan transfer setelah
Perubahan

1 .3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula
b. Bertambah / (berkurang)
r.-..-!^L l^i.- i^:.. -^-r^-^.-- -.--* ^^t-o u.ll.Lr€Lrr lcLlr,r-lcLlrl Pcrrud.Pa.Ld.rr J d.118 Dall
setelah perubahan Rp

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp

2. Belanja kmbang
2. 1. Bidans Penyelengqaraan Pemerintah Lembang

a. Semula Rp..................
b. Bertambah/ (berkurang) Rp

.Irrtnlal_rs.etetntrnenrtrqhen Rn
2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula Rp..................
Rp.................u. Dcr Lir-rlluarr/ (ugr l(ur arlB,,

Jumlah setelah perubahan Rp
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula Rp
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah setelah perubahan Rp..............
2.4. B.idang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula Rp.................
l-. E--+^mha1a / {lap-l-1,on d\

/ lvvr r:qr qrr5,

Jumlah setelah perubahan Rp..................
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Kea<iaan Darurat, cian lenciesak irmbang
a. Semula Rp..................
b. Bertambah/ (berkurang) Rp

Jumlah setelah perubahan Rp
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp
Sr rrnlr rs /lDefisitl setr-l;rh nerr rhr.hlrn- -_ r_ --l \- -__-_-,

Rp..................
Rp.............-....

Rp

Rp
Rp

Rp.................

p-
r \v...... .......' . . .

Rn__r""""""'

3. Pembiayaan kmbang
t r f)^-^.-:* ^ ^- f)^*L:^.,^ --.\r. r. r !.rr\,rr.trracrrr I LrrruraJaarr

a. Semula Rp
b. Bertambah/(berkurang) Rp

iumiah seteiah perubahan Rp
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp
b. Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah setelah perubahan Rp
Celicih Parnhiavaan cetelah nenrhahan Pn..r

Pasal 2
rr-^:^.. t^l-il^ l^..i-,+ rl^-:^t-^..^.- ri^-.t-^l^-.-rJrctrcur rgrJlll rcurJuL rc! uctLrcLl ctl l act Llucutcut ,'rrrBEcu €Lrr

Pendapatan dan Belanja L,embang ssbagaimana dimaksud
Pasal I tercantum dalam L,ampiran -vang merupakan bagian tak
terpisahkan ciari Peraturan Kepala Lembang ini.



Pasai 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB kmbang yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lan-iut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang
disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana
1.a-i^f^F

Pasal 4
Per aturaii Kepaia i,e rrrbang irri nuiai beriaku pa,ia -raiiggai

diundangkan.

Agar setiap orang ciapat mcngetahui, memerintahir,:an
pengundangan Peraturan Kepala Lembang ini dengan
penempatannya dalam Berita kmbang .. (Nama kmbang)

Ditetapkan di
pada tangga,l

Y'a:!.r^ I ^ nrr\ /^r^*^r\rrral.rJn LIrt vl D.atr t \J [r I d,rrrd. LC r i I u.U iBi

tancia angan

NAMA

D iundangir,'an cii ...
pada tanggal ...

SEXRETAzuS LEiviBAiic ... (iiama Lembang),

tanda tangarr

NAMA

BERITA LEMBAi\{C ... (ir'ama irmbang) TAiiUi\i ... i\iOMOR ...



G.2. Format Pt:njabanrn Peru bahan llngga.ran Pendrtpat da:: Belan-ja L€mt'ang

PENJ,!'BARAI PERUI]AHAN ANGGARAN PENDAPATAN D.A.N BEL/\NJA LI]MBANL}
PEME]3,INTAH LEMBi\NG..............
TAHUN ANG(}ARAN,,...........

I,,AMPIRAN
PERATURAN LEMBANG
NOMC'R.......'IAHUN,.........
TENTI\NG
PENJI\BARAN PERUI]AHAN ANGGARAN

SUMBER
]ANA

ANCGARANURAIAN KELU/rRAN CIUTPUT
VOLUI,TE SATUAN

MENJ.\DI

4 65

BERTAMBA}{/
(BEFIKURANG)URA,AN SATLI

SI)MULA

Vi:)LUME
KEI,KODE REKENING

1 2
C a o clI!IrIIII

EIIIIII

EIIIIII
Kepala krr.bang, . .......... ...

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan kode r,:kening berdasarkan klasifrkasi bidarrg kegiatao
Kolom 2 : diisi dengan kode r,:kening berdasarkan l;Jasifikasii ekorLomi
Kolom 3 : diisi dengan seluru h uraiarr, kelueLran/output, dan anggaran sebelum perubahein
Kolom 4 : diisi dengar seluruh uraiar:r, kelueran/output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan. besaran jumle*r anggar€rn ya:g berubah
Kolom 5 : diisi dengar sumber dana

(

(Rp)

1)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

(



))t

H. Form€rt DPA
H. 1. Format Renc(rna Kegiatat! darr y'rnggat'an

RENCANA KEGIATAN I)AN ANGGARAN*
TAIIUN ANG(iARAN

],EMBANO
KECAMATAN
KABUPA-IEN
PROVINSX

ANGGA]?AN
KoDE REKEJNING URAIA \

Jr mlah SuInber JUMLAH (Rp)

1 2 :l 4 5

Mar AprFeb Olrl Dr$ser NoFMei Agl.lun Jrrl

RET. CANA PI. NARIKAI' ANCGAIIAN

6 7
a b c a ll c d

I PenyelenggarE .a.n
PerD.( rintahar tembans

I 1

1 I 0l

Penyelenggar.tan Belan ja
Penghasilan Tetap,
lunjangan dan Operag iona.l

Pemcrintahan kmbai,l
Penyediaan I'r:nghasile r
Ietap dan T\rnjangan t.epal,a
Irrrt'anc

1 I 01 5 1 Bela[ia Pegau,ai

I 1 01 5 1 Penghasilan Tetap &
funianEan KeFala L€mlr 1s

1 I 10l 5 t <Rincian Obvr:k Beanis>
1 3 {dministraai l(ependuc.ukan,

Pencatatan Sipil, Statistik
lan Kearsiparr

1 3 Pelqvanan adrlinistras]
umum dan kependudukan
(Surat Pengan tar/PelaJ.rnan
KTP, Kartu Krluarga, dlt)

01

1 3 01 2 Belarlja Barar.g dan Jaia
I 3 01 5 2 2 Belarlja Jasa llonorarium

<Rincian Obvt:k Belani,r>
c Pelaksanaan Pembangunan

2 1

IIIIIII
IIIII

I
TI

Jrm

1

?endidikan



)

Pcmbangunan/ Rehabititasi/
Peningkatan llalana
Prasa-rana Pe::pugtaka,u/
faman Bacaan lambarlg/
Sanr{gar

2 1 05

3 Belania Modal2 1 05 5

5 3 4 Bekm.ia Modr Gedunfi dan
BaxBunan

2 1 o5

05 5 3 4 <Rircian Obvek Belaria>I 1

5 Pen.r.ngguLan gan Bencana,
Kealaan Darurat dan
Meodessk
PeD uggularl {an Benca-na5 l

4 Pe r-nggular qaIr Bencana5 l oo 5
4 Bel.uria Tak 'llerduRa5 l 00
4 Bel.mia Tak "lerduga5 l o0

5
5

4 00 oo Bekurja Tak r:erduga5 1 oo 5
dst

II
I

Diverifikasi oleh:
Sekretaiis lJmb€irg,

Kaur/I(aei.

[)isetujui oleh:
Ir-epala t ernbang,

Cara penliisian:

dalam setiap periode/bul.al dalarn barisjeDis, objek, dan rincian objek belanja

I(olom 7 : diisi rellcanajur,llah pensrikan arlgga.ran untrk oa8ing-oasing kegiatsn

t-
t._t-t-f-ff

loo I

(......................,.......... . ..)

.....)

",...............,.''....,..)



)
H.2. Format Rcncana Kerja Kcgiatan t€mbang

RENCANA KERJA KEC]ATAN LEMBANC'
TAHUN i ................

LEMBANG
KECAMATAN
KABUPATEN
PRO\1NSI

n kc8atan

l9

Waktu Pelaksanaan
Btdans/ Sub Bidan8/(esiatan

No

Bidang Sub BidanS Kegiatan

t kasi Satuari Biaya (Rp)
Jumlah lakL-lal(i A RTM Durasi Mulai Selesai

Pelakaana
Kegietan
Anggaran

1 3 5 6 7 82 9 l0 n t2 l3 t4 t6 18

I
Pcnyel€ngaarean

Lcmba.ru

Judlah PcI Bidang I

L€mbanE
a

Jumlah Per Bidang 2

3
Kemalyaraka

Jumlah Per Bidang 3

Masyarakit

Jumla} Per Bidang 4

5

tirdanS
PenansSuIar gan

Bencana,
Keadaen Darurat,
dan Mendesak
t mbanc

K€pala t€mbang,
..,.... ....,Tan99a1_...._._.,,..

S€kretaris t mbang,

Kctarangan:
r merupakan dokumcn p€rcncanaan yanS diausun saat pcnlrusunan RKP Lcmbang

)

!

I

I

I

4

t7

(...............................)



r onnat r-,,r,t\tl
H 3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

REiiCAiiA Ai\icGARAi\i BiAYA
DESA............. KECAMATAN..

TAHUN ANGGARAN....

Biciang
Sub Bidaag
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

Kepala kmbang Kaur/Kasi

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening
sesuai dengan APB lembang

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode
rekening sesuai APB Lembang

'l 1.6;df4n iii-i ,1A6d-- -^--hlzlot-,.- 1znr-ot4!1 Ao4 l,^A- .d1,--144J. .,sBi i:,Laii i (iii-i LiuiiS,t1ii

sesuai APB kmbang
4. kolom I : diisi dengan nomor urut
5. koioirr 2 : riiisi deiigarr uraiait ber upa r iilciaii kebu-r-r.iiran 'iaial', kegiatal.
6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran

untuk membayar orangl barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumtah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN
(Rp.)

JUMLAH
(Rp.)

1 2 4 5

JUMLAH (Rp.)

IIIrI
I

(........................ ......)



) )
1. Forma: DPPA
1.1. Ren(:ala Kegiatan darr Anggartln Perub,ahan

RENCAI'{A KEGI,\TAN DAI'I ANGC},{RAN PERUBAH/.N
TAHUN ANGGART,N

LEMBANG
}(ECAMA'I'AN
]<ABUPAl'EN
PROVINIJI

Contohr

321

KOI)E REKENING URA]AN

Pelaksr:.naan Pt mbangu :an
Lemba

MENJ,ADI RENCANA PENARIK.A.N ANGO\RAN (RP)
,\NGGAR{N

Ju nhh I Sr.mber
{rrp} I4ls

ANGGARAN
Jumbh I Sumber

{np) I617
.r* | r,"ul** lor. lr", lr.,, | ,,, lo*, l.,o lou, l; I;

9

JUMLAH
(Rpl

dt) ac

Penyel:nggaraan
Peme,i ntahan l€mbang
Penyel,:nggaraa n Belanjr:

1

1

?E-Ehts an 'ler.ap,

TunjarL gan dan Operas ional
Pemerintahan L,:mbang

1

Penyec.iaan Pen.ghasiLan
Tetap dan Tunj,rngan Kepala
kmbang
Belaniu Pegawai

1

1

1

1

0i

o1

1

1

I

1

01

o1

5

5

I

l

Penghasilan Terap &
TuniarLgan Kep r.la I€mbang
<Rincian Obyel: Belania?

I

1

Admini strasi Kependudu kan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kc arsipan

1 3

FelEyar]an aomtntsIrasl
umum dan kependuduksrn
(Surat Pengant{rr/Pelayrman
KTP, (artu Kehrarga, dl])

1 .,

Belania Barans darr Ja$13 o1 21

2 Belania .Jasa Honorariulrl3 01 :21

<Rincian Obyek Belania,

2

Pendidikar2

II
I

III

I
T

I
I
I
TI

1 t-l-

I

,-.]1



))

2

2

1

I

o5

05 5 i3

Pembangunan/ Rehabilii.asi/
Peningkatan Sarana
Prasanrna Perp [stakaafl /
Taman Bacaan
l€mbang/ Sanqrqar Belai ar
Belania Modal

2

1

1

I

o5

o5

5

5

3 4

4

r Modal (ledung c,an
lan

Rinc
Penanggulangan Bencatta,
Keadaem Darurat dan
Mend€sak

5 I 00 4 Penantgulanga 1 Bencata
o 1 00 5 .1 Belanir Tak Ter duca
5 1 00 5 .1 00 Belania Tak Ter duca
5 1 o0 5 .1 00 00 BeLania Tak Ter duga

Diverifik.lsi oleh:
Sekretaris lembang,

Kaur/Kasi.

Disetujui oleh:
Kepala Lembang,

l rrI:
L + t-

i_T--r-

(........................

I(.....,

(. ,.........., I



J. Formlrt Rencana Anggaran Kas Lembang

RENCANA ANG(}ARAN i]AS LEMBANG
n\}{UN ANGGARAII

I,EMBAIIG
IGCAN4T\TAN
KABUPI.TEN
I'RO!'INi$I

Contoh
KC,DE REI{ENING URAIAN ANGGA]1AN

(Rp) Jan Feb Mar r Mci Jurr Jul okt N Des
5

JUMLA,H
{Rpl

1. 2 4 6
a b c a b c d

4 PD LVDAPAT q.N

4 1 PAI-embang
4 1 1 Ha il usahrL
4 1 L <O ryek Pertdapatarr>
4 2 Tra nsfer
4 2 1 Da ra Desa

Pendapatarr lain-larn4 3

4 3 1 PelerimaarL dari Ho.sil Kerje.sama
Desa dengan Pihak Ketiga

<O tr]'ek Perrdapatarr>4 3 1

dst...

JU MLAH PI'NDAPAINN

5 BF' LANJA

1 Penyeleng;araan Pemerinta nan
Lernbalc

1 l Penyelengga-raan Belanja
Pen ghasila:r Tetap, Tunjangan
dart Operasional Pe rrerinta.harl
l€nlbanc

1 1 o1 Pelyediaan Pengha silan Tetap
darr T\:niangan Kepala Leml:ang

PENERlMAAN PENGELUARAN

))

Aet SeD

T-
---l- ITI- I trFF f-r---r-- t---f

I

f--

=-

I

I

__l-

==r--_I-__T_____T-__T____T-___T__-T
I

L

I rL-



))
1 Belernia Pegawai1 1 o1 5

1 1 1 Penghasila: r Tetap li T\rnjarrgaa
Kepala kmbang

1 01

1 1 <Rincian O l'ek Belzrda>1 1 01

5

5
Ad nistrasi Kependudukarr,
Perrcatatan Sipil, Statistik dEm
Keerrsipan

i 3

1 Pelayanan administrasi umum
dan kepend.udukai (Surat
Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, d1l)

2 Beleulia Ba"r'ang dan Jasa1 3

o1

01 5
2 2 Bela-nia Jar. a HonorzLrium1 01

2

1

<Rincian O ryek Belzurja>
Pel aksanaa n PembrLnguna:r

Perdidikal
[crobang

PetobangurLan/Rehabilitasi,i Penin
gk€rtan Saftrna Prasarana
Perpustakazm/Tam an Bacaen
Der;a/Sanql:ar Belajtr

2

2 1 05

Belernja Mo,lal2 1 05
4 Belanja Mo,lal Gedrrng dar

Ballgunan
1 o5

3 4I 1 05
Perranggulengan Bencana,
Keardaan D[rurat dan Mendesak

<Rincian O :yek Belania>

5

Penanggulalgan Bencana1

1 00 5 Penanggula:rgan Bencana
c
5

4 Belzuria Tal: Terdug:L5 1 00 5
5 00 5 4 o0 Belerrja Tah Terdug:i1

4 0C) 00 Belzutia Ta}: Terdugac I 00 5
dst

6

JT',MLAH E] OL,{NJA

PEMBIAYIIAN

SU RPLUS (DEFISIr)

1 Pe:rerimaa:r Pemt,iayaal6

TIIIII

IIIII
I

III

I

rr
H

1--

I

I

I

I ILi
LrT--|-
,+I



6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva
6 1 1 I SiLPA Tahun Sebelumnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

dst
SELISIH PEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan
Jumlah Tota.t Penqeluararr
Selisih Penerimaal dan

IIrII
-

IIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIITIIII

TIIIIIIITTTI-III-I-II

III

II

Ir rIII

II I

III I IIII
IIIIIIIIIIIIIIIII

IIIII
-IIIIIIIII

rII

IIIII
rrIIIIII

II

IIIIIIIIIIII

IIIrIIITIIII

Diverifikasi oleh:

Sekretaris Lembang,

Cara pengisian:
Kolom 1, 2, 3, 4 :

Kolom 5

Kaur Keuangan,

Disetujui oleh:

Kepala Lembang,

diisi sesuai dengan Penjabaran APB kmbang
diisi dengan:
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan p€ndapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran

pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur kmbang
- Pembiaya.an diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

diisi jumlal penerimaan dal pengeluaran masing-masing itemKolom 6

))
f

tt
IT

(....................,...,.....................)

(.....,..........................................,................)

(........................................,............................)



K. Format tsuku Fembantu Kegiaran
K. 1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BiiKii ivrs PEiviBAi.[Tii iiEGiATAi\i

LEMBANG....... KECAMATAN...

I .aM Lr t\ Jt l\ \Jlrat t\Jl't r...

t\at-ll / raitsl........

Cara pengisian:
r\u,u,rr | . \rrrnr trcr'6arr
Kolom 2 : diisi dengal tanggal transaksi.
Kolom 3 : dilsi dengan nomor bukti transaksi'

. .ll,i^:,r^-^^- "-^i^- +----^r-^iiruiuiii a . Liiiiji rauiiA4ar

Koiom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yalg diterima dari kas Desa.
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dal jasa.
Kclon 9 : diisi dengar jenis pengelua;an belanja mcdel.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom ll : diisi dengan jumlah satdo kas dalam rupiah.

Penerimaan
dari Kas

Pengeluaran
(Rp)

TanggalNo Nomor
Rrrkti Uraian (Rpl Belanja

Barang
dan Jasa

Belaaja
Modal

Pengembaliarr
ke Kas Desa

(Rp)
Saldo
Kas
(Rp.)

I 2 J 4 5 6 7 8 9

Pindahan Jumlah
dari halaman
sebelumnya

Jumlah
Iotal Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaral + Saldo Kas

rIIIII L
lll



K. Format Buku Pernbzrrtu Kegiatan
K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

B-UKL, PEMB^]ITU ieGiATAN PEi.iERIiviA^ii S-WADA-IA iviASYARAi(AT
LEMBANG....... KECAMATAN...

TAHUN ANGGARAN.,..............,.

Kaur/Kasi

Cara pengisian:
Ilntnm I . .l;iei

Kolom 2 : diisi
Kolom 3 : diisi
ta^l^^ A . l::-:

Kolom 5 : diisi
Kolom 6 : diisi
t\urutlr / . t lrsr
Kolom 8 : diisi

Kas

;lancan namnr rrnrt

dengan tanggal transaksi.
dengan nomor bukti transaksi.
-^-^ /-,,-L^- ---L-; L^-n,^- ,.1^- :--;^ l-.^-h,^-rr4rrq/ oqurvur Perrrver r

dengan jumlah uang yang berikan.
dengan volume -ienis barang/tenaea.
ucrrBarr rrutuur uql!Lr StLut / pcrlll.rct lLanluaanl lacPi1(lar, ErEll(lalllirt i1.

dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke
Lembang.

Penerimaan

No. Tanggai
Nomor
Bukti Uraian

Uang (Rp)
Barang/
Tenaga
fVolume)

Nomor
Bukti Setor

ke Kas
lembang

Saldo Kas
(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Findahan
Jumiah dari
halaman
sebelumnya

Jumlah
TotalIII

-

rrr

t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,



L. Format Laporan Perli:embang;an Pela Kegiatan dan ;\nggaran

LAPORAN PERKEMIIINGAN PEIAKSAI{AAN I\.EGIATAi( DAN Al\GGARAIi
Bulan: .........-....-...-Tahun : .....-.-.--

DESA
KECAMr'TAN
KTBUPAII}N
PROVINSI

I(,:lom 6
K,)lom 7
I(,:lom 8
K,:lom 9
l(,rlom I ()

F:encana Realisasi Sampai Saat iri

diisi dengan Kod e Rekening
diisi derrgan Bid0ng, Sub Bidang dan Jenis liegiat{ro sebagaimana yElng tercaotum dalarn penjabaran APl3 Lembar:g
diisi volume kegiatan yang direncanakan
diisi satuan volume:

- jembartan/bangunan /t arang atau lrang sejenis = unit
- jalan,/i1igsd7 drainase atau yang sejenili= M
- kegiatan nou,isik - F,aket

diisi junrlrh anggaran yarrg direncanakan
diisi volrrrne kegiaEn yang terealilra,si sampai dengr.n saat irLi
diisi satuan volume yang te,realiaEsi sampei dengan saat ini
diisi dengan jumlah dana yang digunakan
diisi derrgan prorie:otaae capaian kegiatan dan anggirran yang digunakan

diisi dengan pengSunaan dana dari Dana Desa (DD)
diisi dengan per ggunaan dana dari Alokasi Dana Des,a (ADn)
diisi dengan pen ggunaar dana de.ri sumb<:r lain selain DD dan ADD
diisi denglan perggunaan bantual) \rang ti(lak beru )s. uang

l<aur/ Kasi

ttd

Cara Pengisian
K,)lom I dan 2
KDlom 3
KDlom 4
Kolom 5

K,rlom 1 L

K,rlom 1:2

K,rlom 1il
Kr:lom 1.1

SUMBI'F: DANA

KODE
IIEKENING

U I'A.IAN
V(,lume lla.tuan Anggaran

(Rp)
Volume Satuan Anggaran

(Rp)
Capalan

(v"l

Dana
Desa
(Rp)

Alokasi
Dana

LembanS
(Rp)

l,ain
Lain
(Rpi

Bentulr
Lain

1 4 5 6 8 10 11 t2 149
€r b a b c d

3 l3

Ju:rlah

IIII

IIII

)

(..... .

-----

I -T-



Ivi. i. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMIMAAN PEMBAYARAN ( SPP )

LEMraAr\t; l1.Eu/ttvlJl I A1\ ,,........
TAHUN ANGGARAN

tsidarg
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Peiaksaraan

verifikasi
Sekretaris l,embang Kaur/ Kasi

Disetujui untuk
dibayarkai:

Kepala Lembang,
t clir-tl Ltt lJir.y i1t tLttlir,s

Kaur Keuangan,

Cara
l.
2.

4.
5.

7.
8.
9.
1n

lleneisian:
Bidang diisi ,Jer-rgai-i norrreiikiati.ir dar-.r ko,je rekening ses-uai APB Lembang.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB L,embang
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Lembang.
r/.^l^- 1 .,.1^-^^-. uLrrBarr
Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan-
V^1^^ A . ,.1:i^: ,.1--^^- ..:-^:^- :',-l^L .,^-- +-1^L r:L^-,^- ^-i.^1,,*-,,^rurvr4rJurrrr@r 416544r J416 !er@r qruqJd owu!rqlr,,u4
Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
V^l^6 7 . I;i-; ,{----- -i-- --^-----ueq .!r66u .!1r

PAGU
ANGGARAN

I
IPEiiCAiRAi'i

S.D. YG
I,ALU

PERiviii.iT.{A
N

SEKARANG

.iiiiviLAH
SAMPAI SAAT

INI

)1>A I,JAI\A1\O u xAtar\

I 2 3 4 J 7

JUMLAH

I

-

6



M.2. Format Pera!'ataan TanEgrng jawab Beiania

Bukti-bukti pengeiuaran amu beiania tersebut <iiatas sebagai teriampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kaur/Kasi

Cara pengisizrr:
l. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB l,embang.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Lembang.
3. Kegiatan <iiisi <iengan ncmenkiatur dan kode rekening sesuai APB irmbang.
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
5. Koiom 3 : ciiisi ciengan uraian keperiuan beianja.
7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

(Rp.I
1 , 3 4

JUMLAFI (Rp.)

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
LEiviBANG .. KECAiv[ATAi','i

TAHUN ANGGARAN

Bidang :

Sub Bidang :

Kegiatan :



),

\. Form at Lapolan Akhir Realisasri Pelaksanaart triegiata.n dan l.nggararr

L/\t'ORAN AKHIR FEAUSAS,I PEI,AKSANAAN KEGIAT,\II DAN
ANGGARAN

Bulau: .,............ ...Tahu.n: ....".

LEMBAI\ G
I(ECAM/.TAN
1({BUPATl'N
P]tOVINIJI

KC)]],II REK[]NING

OUTP1J'I'

Renc, m a

diisi derrgan Kode Rekeniog
diisi de:ogan Bidang, Sut, Bidang dan Jenis Kegial:a.n sebagaimana yrlng terc€ntum dalam perrjabaran APB l€tnbang
diisi v,:h:me kegiatan 1'rrng direncanakan
diisi :ratuan wrlume:
- je mbatan/bangunan,/barang atau ye.ng sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- ktgiatan norl fisik - paket

diisi.lr.rmlah anggaran yang diren canakan
diisi v,rlume kt giatan yrrng terealisasi
diisi s,rtuan v().ume yar.g terealisasi
diisi dengan jumlah dana yang cli6lrnakan

ii"".1"r",

ttd

Cara perrgisian:
K,llom 1 dan 2
K,rlom 3
K,)Iom 4
I(,)lom 5

Re {isasi
UIIAIAN

Volum: Satuirn. Ang ge ran
lIrr)

Volume Satu.rn Anggaran
lllp)

i 2 3 4 l (i 7 8 9

Alokasi
Dana

:Lemb {ltp)

L:l 4121t

krin-
Lah (Flp)

SUI,{I]ER Dr',NA

Belrtuk
La.in

Dana
Desa
(Rp)

cit b a i) c
10

(l€rpaian

__1,/,)

c

,Jumlair

IIII

IIII

I(,rlom 6
I(,llom 7
I()lom B

I<rlom !)

)

L--__l--t

-----l t E
IE-- T---

t
-___lt'

Ill t_-t-l-*T-:-r-:-



)

I(c,lom I C

l(c,lom I I
I(c,lom 12
I(c,lom 13

I(clom 14

: diisi de:6;an pros€ntase oapaian !:eigiatan ,1an an$aran yarrg digunr.k,xn
: diisi der4gan perggunaan itana deri Dana Dcsa
: diisi dengan p€nggunaarr dana dari Alokasi Dana lenbang
: diisi derrgan pengglnaan dana dari sumber Lain selain Dan!. Desa drLn Alokasi Dana Lernbang
; diisi ctengan pe nggunaa:r bantuan yang tidak benrpa uang

)



Ct. Forrnat DP,{l-
Cr. 1. R<:ncana XegiateLn. dan .{ngga-ran Lanjutan

LEMBA,NG
XECAIVIATAN
XABUPATEN
PROVINT;I

D,iverifiklsi oleh:
Lembarrg

RENC:A.NA Klt(iIATAlll DAN,\llGGAl3.,l\N LANJUTAI{*
L,\HUII A.NGGhI'.AN

Disetu.jui oleh:
I(epala [,,embang,

LqNJUTA]Y

Kaur/Kasi.

KODE REI:ENING 1\NGGAIIAN

RE,A]-ISAS]i

&nggararr
'y'olume
kegiata

n

Jurnlah
Anglaran

Waklu
R:nyelesaian

Pen:u:ikan,fu rggarrLn (Rp)

1 2 Jrrrnlah
(Rp)

Sumber Jumlah (Rp) o/o hari .Ian Feb Mar

b !l a b C

Ket: Diis1 untuk kegiar:an yanrg dilaju tkan sa.ia

))

(............................... .....)

URA]AN

Fp, ,Jumlah

d

t+
f-_L__L__f--

t-

tlrI
I

T--T--
f-

I



r, lJurtu !!l\J urvl utvr

BUKU KAS UMUM
r .,.nrrll A l\1/-l

TAHUN ANGGARAN................

iiECAiviATtu\
KABUPATEN
PROVINSI

SALOO
(Rp.)

Diverifikasi oleh:
Sekrateris Lr,T'nhanc

Kaur Keuangan,

Disetujui oleh:
Lana la I aalraaa

uara penglsran :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
Koiom 3 : diisi ciengan kode rekening penerimaan cian pengeiuaran sebagaimana

tertera dalam Penjabaral APB Desa.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluar.rn sebagaimana

icr'Lcra riaiarrr perrjabararr APB Dcsa
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
Koiom 7 : diisi cierrgan norrror bukli ir;tnsaksi
Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi
Kolom 9 : diisi dengan saldo kas.

KOOE REKENING URAIAN

i

I

PENERIMAAN
(Rp.)

PENGELUARAN
(Rp.)

NO.

BUKII
PENGELUARqN

KUMULATIF

^
1 2

a b c a b c d

JUMLAH Rp Ro. Rp. RD.

rTIII

i-i*i
l

(I( ,

t l

1 --r- t-T--f-r-rl-



a
o

Format Buku Pernbantu Kas iJmum
l. Buku Pembantu Bank

BUKii PEivi EAiiTii BAiiK
LEMBANG KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN .........

tsuLq.ii
BANK CABANG
NO. REKENING

NO,
TRANSAKSI TRANSAKSI

oul\
TRANSAKSI

PEMASUKqN {RD.) PENGELUARCN (Rp.)
SALDO

(Rp.)SETORAN
BUNGA

BANK
PENARIKAN PAJAK

BIAYA

ADM.

TOTAL TRANSAKSI BUI,AN
INI
'tlYtrl fD a\rs 

^vsr
l\uM Ul-A l tf I

I

Kaur Keuangan

Cara pengisian :

Kolom I : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Koiom 3 : ciiisi ciengan uraian transaksi pemasukan cian pcngciuaran.
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Koiom 6 : ciiisi <iengan pemasui<an jumiah bunga bank.
Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah p4iak.
Koiom 9 : ciiisi ciengan pengeiuaran biaya aciminisuasi.
Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

I(

tltlttl

I

I
I

I
I

I
I



Q. Formar Bui<u Pembantu f,as Limum
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

LEMBANG
l, u l\.u tl.l{J t-r,l\trJ^.l\ r u l'AJl\l\

KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ........

KaUr Kc-U.a.trEari,

Carapengisian:
Koiom i : ciiisi ciengan nomor urur penerimaan (<iari

pemotongal pajak) atau peogeluaran (dari
penyetoran pajak).

Koiom 2 : ciiisi <iengan mnggai penerimaan arau pengeiuaran.
Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Koiom 5 : <iiisi riengan jumiah rupiah pengeiuaran kas.
Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

PENYETOP.AN
(Rp)

eat nr1
(RplNO. TANGGAL URAI.AN

PE}IOTONGAN
(Rp)

1 o 3 4 5

IT

-
I



Q. Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar

Erul\\l rElvltf,Al\ I u rAl\Jftla
LEMBANG....... KECAMATAN...

TAHUN ANGGARAN.....

lrd.ur D,clra-rrB.ur

Cara pengisian:
Kolom I : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Koiorn 3 ; <iiisi dengtrn nornor bukij iransaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
AUlUlrr u . ufisr uErlB,arr vur..tlrrc Jcrus ual4118,/ tcrlaEa.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas

No. Tanggal iiomor
Bukti Uraian Penerima

Pemberian
(Rp.)

Partthddr6d-

jawau,q;lanjar Sairio
(Rp.)

\) 't J

III-I I
r

IT

(..................................)

r-___T---



K. f crmal [ultarrsl

U

Kantor Desa
Kabupaten/Kota

<,..Nama Desa,,. >

<...Kabupaten/Kota-..>

'l'anda lJuktl Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa ...>

Uang sebesar
(... Jum.lah dalam huruf...)
(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran <.. -.. Sebutkan I\rjuan Pembayaran (Kegiatan/ Belanja)...... >
<......Sebutkal Tujuar Pembayaral t^anjutan (Kegiatan/Belalja)..... >
<....Sebutkan Ttrjuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanjai....>

Catatan Keuangan ..Desa...>, <...t91, bh, th..
Yang Menerima,Yarlg Memberi,

<-.Na]!ra Pe!!!!le!'1..> <...Na]na renenma...>



S. Forrnar i,aporal Peiaksanaan Anggaran Penriapataa <ian Beianja irmbarrg Semesrer Penama

LAPORAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
Jrllvtlt-s t Er\ r.Drt I f1rYll.!

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

\,onton

1 1

SUMBER
DANA

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN
(Rpl

REALISASI
ANGGARAN

1 2 3 4 5 6
b c a b c d I

DFAINA DA'TA I\I

4 1 PALembang
4 1 i Hasil usaha
+ 1 1 za rhvaL Pah.lah.rah >

4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendenatan lein-lain
4 1 Penerimaal dari Hasil Kerjasama

Antar L€mbang
3 1 <Obvek Pendapatan>

dst...

J LJT'i]Aii PI,N IJAPA.I,AN

5 BELANJA
Pen),elenggaraan Pemerintahan
kmbans
Penyelenggaraan Belanja
Fengitrsiiarr TeLap, Turrjarrgarr riarr
Operasional Pemerintahan trmbang

1 I
I
I

pp-!'aAio-r t andho.i!-- 'lat,.n .l6n

Tui', ia.nga-l r Kepaia Lembalg
I i 01 5 1 Belania Peqawai

1 I 1 Penehasilan Tetao & Tuniangarr

I 1 01 5 1 1 <Rincian Obvek Belania>
1 3 Administrasi Kcpendudukan,

D--^^r-r-- ei-il ai-ri-riL. .i--
Kearsipan

3 01 Pelayanal administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu
Keluarca, dlll
u!rd!,la ud r dr r!< uaI u4!r I

1 3 oi 5 2 2 Belania Jasa Honorarium
<Rincian Obvek Belania>

Peiaksanaan Pembarrgunal Lembang

) 1 Pendidikan

n 1

/ D^l-'^t-ilir,,-i /D4ni--l/

atan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan

Elala-ia f,r.vl6l
Desa/ Sangpar Belaiar

2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan
Banzunan

I I 3 4 <Rincian C)b-vek Belan ja >

5 Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesal

5 Penanggu.tangan lJencana

ITI II

IIIIII II

III I
IIIIIIIIIIIIII

--rIII III

II I
I

IIIIIIT

-I
IIIII I

I IIII

1

o5



l 00 s! 4 Pena n gl4ulan ga n Bencsna
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga

1 00 5 4 00
5 1 5 4t00 o0

Belanja Tak Terduga
Belarla Tak Terduga

dst
JUMLAH BELANJA
SURI'LUS /,IDEI.'ISI'I'}

6 PEMBIAYAAN
tt i Pencrimaan Pcmbiayaan
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya

PenPeluarar-r Pembiavaan I6

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 2 1 Parnhenrrrkan F)ana r^ a r! zun oaul

dst
SELISIH PEMBIAYAAN

II

-IIIIIIII
IIIITII III

--r
I

ITI II

--I

IIIIIIIIT

II

Kepala Leurbang,

Cara pengisian:
Kolcn 1 : diisi beidaEl:-'ken kJasif-kasi gidaxg F,egrat3n:

a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
a V?;^t^6

Koiom 2 : diisi ber<iasarkan kiasifi.kasi ekonomi ter<iiri ciari Pen<iapatan, Beianja dal Pembiayaan:
- 

Bagian pendapata! diisi:
a- Pendapatan;
b, keiompr.ri< pcndapatal:
c. jenis pendaFatan; dan
d' ob1'ek Pendaoatan'
Bagian Belanja diisi:
a. belarrja;
b- jenis befanja (disesuaikal dengan jenis kegiafalli
^ ^1-.,-L l.ar^-i^. ,rl^ -!.vvjU,\\^rqllq.uur

d. rincian obyek belanja.
- Bagan Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaen;
b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

: <iiisi uraian Pen<iapaial, Bcianja <ian Fembiayaan (Lihai Lampiran A Fermen<iagri inii
: diisi dengan jumlah anggaran yang ditctapkan
: diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
, uIUr uuluurr L,rai rd uusl urlrB4lr ourlrucr uzlrra janlts urEurrtuldir uilarrl ^(udLanl ll1.urulu
1.c) terkait

I

I

f-------r------r

t-.-r__l-_l

I --T_--r-r-
---------T_-------

I

I

L--l
I

ltt

i............. .........,..............)

tlolom J
Kolom 4
Kolom 5



T. Format Laporan Penanggung'iawaban Reaiisasi APB i'embalg
T.1. Peraturan Lmbang Teni"t g Lpot* Pertanggungiawaban Realisasi APB

kmbang

Menimbang

Mengingat

PERATURAI\I LEMBAI\iG... (Nama i,cmbang)
NOMOR... TAHUN..,

rtl\IA1\u

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
A]'{GGAR+I{ PEi.iDAPAT.li'',i DAi.i BEiajiJA LEE'iBru\C

TAHUN ANGGARAN ....

DEi.iGAi\i RAHiviAT TiiiiAi',i -r'Ai.iG IviAiiA ESA

KEPALA LEMBANG (Nama tembang),

a. bahwa /:mggaran Penciapatan cian Beianja irmbang sebagai wu,iuti
dari pengelolaan keuangan kmbang dilalsanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuraa
mas-v-arakat irmbang;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun
Anggaran termuat dalam Peraturan kmbalg tentang
Anggara-n Pendapatal cl,ar Bela:rja- Lembarrg Talrun Alggararr ....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Lembang perlu dipertanggungiawabkan
6a16L6^6 - d6"6.

c. bahwa berdasarkarr pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b. oerlu menetapkan Peraturan kmbang
LrrrrttrrE, r,aPurarr rcr EulEB,ulr8,lawauij.r r Ktrir.-uasl ArrE8,iar a.rr

Pendapatan dan Belanja kmbang (APB kmbang) Tahun Anggaran

. dan seterusnya..;

T\--^^- r/^^^-^t-^r^-rrLrrBcul trLolPd^at(r r uur na-rrra
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG ... (Narna lrmbang)

dan
KEPAi,^ LEMBAi{G ... (iiama i.embangi

MEMUTUSKAN:

PERATiiRAi\i LEMBAI\IG TEi'iTAi.iG IaPORAN PERTANGGUI\IG
JAWABAN REALISASI PEL\IGANAAI{ ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA LEMBANG....... TAHUN ANGGARAN .....

I
2
J

ivienetapkan

KEPAi,,'i LEMBAII'G ..... (Nama irmbangi
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)



Pasal i
Anggaran Pendapatan dan Belanja kmbang Tahun Anggaran """
dengan perincian sebagai berikut:
i. Penciapatan i,embang Rp.......................
2. Belanja Le mbang

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah I-embang
Rp..........................

b. Bidang Pembangunan lembang Rp..........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lembang

Rp..........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembang

Rp..........................
e. Bicialg Penangguiangan Bencala,

Darurat dan Menkmbangk kmbang
Jumlah Belanja
SurpiusT Defisit

Rp

Rp

3. Pembiayaan i,embang
a. Penerimaal Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaarr

Seiisih Pembiayaan ( a - b i

Rp
Rp

Rp

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja kmbang sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum ciaiam iampir:ur Peratural Lcmb:urg ini yang terciiri cia.ri:
a. l,ampiran I : l,aporan Keuangan;
b. Lampiran II : [,aporan Realisasi Kegiatan Periode Ol Januari -

3 i Descmbcr Tahun AngEaral....
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke kmbang.

Pasai 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Peratural Lembang ini.

Pasai 4
Peraturan kmbang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
A-^- ^^+:^* ^-^-- l^-^+ 

-^--^.^L,,: -^-^-:-+^Lr-^- -^--,-J^--^-ratscu D(.traP \Jr a,rrts, ud,Par ur(:rrtscrcurLLr, rrrLrrrurrrrrcur^,€llr P\-1rBLrl ru al r6ar r

Peraturan kmbang ini dalam Lembaran lembang dan berita
Lembang oleh Sekretaris Lembang.

Diteiapi<an cii
pada tanggal

KEPAiI\ LEiviBAi\iG (i'iama irmbang),

tanda tangan

.r\Alvt .l

Diundangkan di ...
pada tanggal . ..
S,F'LPEYTAPIq I E ITFTANT: {Nama Iemhqnol

-v4vq.D,,

tanda tangan

iiAiviA
LEMBARAN LEMBANG ... (Nama lembang) TAHUN ... NOMOR ...

Rp..........................



T.2. Forma! Laporan Keuangan

PERATURAN LEMBANG
NOMOR ..... TAHUN.....

I,APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
LEMBANG

Laporar Keuarrgal
Pemerintah kmbang ABC

Kecamatan KLM

'l'ahun Ans,{aran 20xl

I Laporan Realisasi APBlembang
II rlaf6t^n At40 I6-^-6- Irarr6nd,-

A. lnlbrmasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
l' Pirrr.ian Pa< I an rEn Pealic:<i Ardo^nn

i Rekonsiiiasi SILPA <ian lias
2 Pendapa.tan AsIi kmbang
3 f)ana f)esa
4 Bagian tir hasii pajak dan Retribusi Daerah
5 Alokasi Dana L,€mbang
6 Bantuan Keuangan Proninsi
, E a,-rlLuir,lr t\cualrB,arr I\iiuuparcrr/ aurlr
8 Pendapatan Lain lain
9 Belqia Bidang Penvelengglaraan pemerirrtan Lembang
4 D^l^-:^ E:.r^-- D^l^l-^^-^^- rt^*L^--,-^- r ^*t-^--r5, r Lld^salaar r rrtredrEurrdr 4uud'5'
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Lembang
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratal l,embang
# Belanja Bidang Penangg'.:langsn Bence:ra, Daru!'at dan Mendesak Lemba::g
# Belanja Desa dalam Klasilikasi Ekonomi
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
c Pamhiovaan

# Aset L€mbang
* Pe.nyertaan Modal Lembang
# ...... _ _

I.ampiran
tampiran 1 - Rincian Aset Tetap Lembang
i,ampiran 2

hqlaman
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x



T.2.a. ForEat l,apora! Realisasi APB kmbang

Araa t .n^r.n v.rr.hd.n ''ah. men!6-1,^- h.e.. ..na !id.l. r_mio.LLan .l^; la6^ra- 1,.'t.5d'n
ia a.rulaE: J--. j-rh gq<r

I.APORAN REAUSASI APB LEMBANG
PEMERINTAH LEMBANG ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

?AHI'N ANGGARAN 2OX1

Ref Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang

PENDAPATAN
Pendrpatrn Asli Ifmbang
Pendapatan Ttansfer

Dens Desa
Bagian dr hasil pajak dsn Retribusi Daerah
Alokasi Dana Irmbang
Bantuan Keuangan Propinsi
BantuaD Keuangan Kabupaten,/ kota

Pendapatanlain,ain 
JUMIAH.ENDA.ATAN

C'

c.4
c_5
c.6

c.8

xxxio(x
>xJofr
xro(->o(x

)ooaJooa

)c*.)ooa
,ooa.:l{,a

xxx.xxx
)oo<.Eo<

xro<.)aF<

)oo<r@<

,oo(.)ooa
)ooa.)oot

)ao(

)co(

)ooa

x.>oo<.)oo( x_)oo<.)oo( x.too(

BEI-ANJA
Bidang Penyelengga.raan pemerintah kmbang
Bidang Pelaksanaan Pembalzunan Lembang
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Lembang
Bidang Pemb€rdayaan Masyarakat l€mbang
Bidang Penangu-langan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak kmbang

C.9 dan C15
C.10 darl C15
C.1 1 dan C15
C.12 dan C15
C.13 dan C15

)G-roo<
)G.DOl
,aro(J<r<

,oo<.rooa

)ooa.roo(

ffiJOOa
>ooa.roax

,oo(.)oo<

,ox.)w
)oqroo(

)oot
,oo<

>oo<

>ooa

504

.IIJMI-A.H BEI.ANJA
SURPLUS/IDEFISIT}

x.rooa.rolx x.rox.)ooa
)c<.xxx xx.xxx

PEMBIAYAAN
Penerimaan Peobiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

c.15
)oo<.)oo(

)oo(.)oo<

,alo<.x)o<

)aroa,roo( ,oor

PEMBIAYAAN NI,.TTO xx.xxx xx.xxx XX

SILPA TAHUN BEzuALAN xxx )oo( )co(

1<]0a

)o(



T.2.b. Format Cata.tam Ai.as i,apora-n Xeuangan

catatan Atas Laporan Keuangan pemerintah i,embang ABC, Kecamatan KLM,
Kabupaten XyZ Tahun Anggaran 20x1

A. Informasi Umum
Pemer,ntal Lembang,^'BC menipakan desa di Kecamatan x-L},,!, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan
BuPati No. Tanggal .........-..........., saat ini kepengurusar pemerintahan lembang ABC
1. Kcpala Lembang : ).JO<XX
2. Selseta:is lembang : YYYYY
3. Bendahara L,Jmbalrg: ZZ72Z
Kantor Pemerintahan L€mbang beralamat di ...........
Kabupaten

., Lembang ABC, Kecamatan KLM,

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan irmbang berupa i,aporan Rea.iisasi APBiembalg sesuai basis kas cicngan dasar harga
perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan B€lanja dicatat pada saat kas
dikeluarkan dan telah bersifat defirdtif.

C. Eincian Pos i,aporein Keuarrgal
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tclun 3nigsl=I 2oxl
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo AwaI Periode Potongarr Pajak yg belum disetor ke Kas Nega-ra
- lJe.4-tr6.h rr^t^hry^h D-i-l, rairtlh ia'-iala-! qJqr !.!rqrr

- ScloraLrr Pajak kc i(as Ncgaa sclarla taiiun alggar ieri i-rerjaiur
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

SAIOO l1'as per J1 Uesemoer zuxr

2. Pendapatan Asli kmbang
.rorr Brrudr'E.LrurrI ridi r

xxx

xxx

Anggaral Realisasi

Pcrr<iapai,ar Asii Lero'uarrg ier dir i t-iar i:
a. Hasil Usaha
b. Hasil Aset
,. C,, ^-1...,- -.\r:-i-^-i A..- n^r^-,, It^,.^--

d. l,ain-iain PAi.€m yang sah
)oo(.)oo( )oo(.)oo(

Dana Desa merupalan penerimaan desa yalg diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
sclanoa tahun anggaran 20x1 adala,h sebagai bcrikut:

Anggaran Rea-Iisasi
(L€bih)/
krrang

Tahap I
Tahap 2

)cg.rao( )oo{.)os

a. Bagiaa dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerisraan tembalg yang berasal dari Bagian dari trasil paiak dan Retribusi Daera.h adala-h seba$i

(I,ebih)/
kuralg

)oo(.)w(
K.>OO(

)oa(.)oa(

DO(.lOO(

)oo(.pa(

,6<-roo<

)m(
)m(

)co(
)oo<

x)o(.xxx
)oaa.)oo(

)oo(.xxx
)oo(.)oo(

)aa<
)oo(

Anggaran Realisasi
(Lebih)i
Bqralg

TahaF, 1

t,alN p 1

Tahap 1

Tahap 2

,oo(,ro<x
)co(.looa
)oo(.)oo(

>arc..

)C!a
,oo<

xxx,xxx ].Yx

5. Alokasi Dana Lembang (ADL)

Penerimaan kmbang yang berasal dari Alokasi Dana lrmbang L) adalal sebasai
Anggaran Realisasi

heikut:
(L€bih)/

kurang
)oa<.)oo<

)Qa.)oo(
)oo<.)oo(
)oa(,xlo(

,oo(
loo(

,<rc{.}ao(

,oq.x)(:
p(.)oo(

xxx.xxx



xxx.)oo<

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan lrmbang esa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ..... ada-lah sebaeai beikut:

Anggaran Realisasi
(L€bih)/
kuralq

xxx.)o<x
)ooa.)oo(

xxx.x:x
)oo(.)oo(

x)o<
)oo(

-!oc<.tae< )oo(.Ela!

7. Bslltuan Keuangaf} Kabupaten/kota
Penerimaan lembang yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabgpalgdxgla .. adala-h sebasai

)oo<

Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kuralq

xxx.x)c<
too(.)oo( )oaa

xxx.)o(x
)oo<.)oo(
xx;<.:!cx )oo(.)oo< xEa

8. Pendapata! Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Lembang
Pe.eiiriiaa-ri riai i iiasii keijasalia Desa tielgari piirak
ketiga
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di

Hrbah dan sumbangan dari plhak ketiga
Koreksi kesalahal belanja tahun-tahun anggaran
sebeh,lmllya- yan g !!1en!!al.ib".tkan peneri rnaan,:!i ka s

irmbang
Bunga bank
LainJain pendapatan yang sah

9. Betanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Iembang
Belanja untuk Bidang Pen;relenggaraan Pemerintahan Lem

Beianja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

10. Belanja - Bidang Pembangunan kmbang
Belanja untuk Bidang Pembalgunan Irmbang terdiri dari:

Belanja Barang <ian Jasa
Belanja Modal

Bcialja Baralg <ian Jasa
Beianja Modal

)oa(,Ea< )o0(.Lxx loa(

)oq.ffi
)oG.rooa

Ed->.E
)o(x.)oG

)oo(
)oo(

ru r8,ta,.u.ur r\cdllsasr
(i-ebih)i
kurang

loo(,)oo<

)oo(.)co<

)oo(.)oo(

)ao<.)oo<

)oo(

Anggaran Realisasi
(L€bih)/
kurans

Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang

)oo(.)oo(
)o(x,)oo(

xxx.)oo<
x)o(.)ooa

)ooa
)ooa

toc(_ELx x)o(,-jac< r\o<

I .l< r.r! !LY-:<

Anggaran Realisasi
(L€bih)/
kuralg

xxx.x)c<
)ooa.roo(

xxx.xxx
,oo(-roo< )aa<

)oo(.)oa(
)oo(.)oo(
x!o<.)F(

)oo(.)ao(
)oo(.)o(x
rooa-xxY

)oo(
)oc

1 1. Belanja - Bidang Pembinaal Kemasyaratan Lembang
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyaraka tan Desa terdiri dari:

Belalja Barang dan Jasa
Belalja Modal

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat bmbang
Belalja untuk Bidang Perberdayaan Masyaralat Lemba;lg terdiri dari

Anggaran Realisasi
(l,ebih)/
kurang

)oat.)oo(
)oo(.)e<

)oot.)oo<
)oo(.)m<

)oo(
)aq

xxx

)oc<.loo( )a'aY.r)a( )oo<

)oo(. )oo( )ooa

)ooa



13. Belanja - Bidang Penang.ilangan Bencana, Keadaa,.' Dai.,iat dan l,tendesa-k kmbang
Selama tahun anggaran 20xl, Pemerintahan Desa melakukan penanggulaagan benina dan keadaan
darurat sebagai berikut

Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang

)oo<.)oo<
lo<x.)oa(

x)o<.)ac'(
)oo<.)a(

)oo(
)oo(

xxx.xxx xio<.)ooa xxx

14. Belanja Lrmbang dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam kl.asilikasi ekonomi adalatr sebagai

Beianja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjaagan Kepala Iembang

Fenghasiian Tciap <iarr Tunjangal Ferangkai. i.crrrbang
Jaminan Kesehatan Kepa.ta Lembang dan Perangkat
Iembang
Tunjasgan BFD

Belanja Barang dan Jasa
RFI a- in Rrr4nd PFrl.nal,-^-h Larr^r

Beialja Jasa Honorarium
Belanja Operasional Aparatur Iembang
B,elalja Jasa Sewa
DelarrJa \rperaslotr&i ret t(turloraii
Belanja Pemeliharaan
Belania Barang dan .Iasa vang Diserahkan kepada
Masyaraia t

Belanja Moda.l
Bela-nja Modal Pengadaan Tana-h
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Belanja Modal Kendaraal
Eciarrja ivit-rriai Gcdurrg tiirr Balgururr
Belalja Modal Ja.lan
Belanja Modal Jembatan
E-!^-i^ ir^n^t l-i^,.-i, r}*!.,,^^ I A:- c,.-^^:, t\-^i-^.--rr rSqJr / !rIvqr,6/ rrI uurr6u/
B€Ianja Modaf Jaringan/ Instalasi
Belanja Modal lainnya

, J. u!,dud ruu Dru4rB tr urrBs,

Bidang Penyeienggaraan pemerintahan L€mbang
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahalr
Lgtuuatrg,
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Lembang
G,,L Eli,{^-^ ll-i-i-r-66i lz-^--'l"n"L--vuv urvo16 r ru^rruueu uri rruPrr,usuurr4r,

Pencatatan Sipi.l, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidaag Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
ker ranrl,irr rion Pelqnorren
Sub Bidang Pertanahan

Er(lang rernL,angunan i,c m L,ang
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
irLiii L,iuaril4 aei.ici.iaair t ( Itdradt' r\ud'r6i

Sub Bidang Kawasan Permukima.n
S.:b Bidang !i-eh,:tana:: d::: Llnglr'-rn-gal.t Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika
Sub Bideng Energi dan Sumber I)e-va Mineral
errl. EIi,l66d Po;rrri.6ta

)oo<.)oo(
:al-ri.:col

)oo(.)o(x
:e=.taaa

loo(
:a!a

t

Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang

)oo(.)oo( ,o(.Eo( )oo<

)aa(.)oo< x)aa,)oo< x)o(

tac{..v-YJ

)oo(.)oo(
)oo(.)Qo(
xxx.xxx
,t a.rarax

)oo(Joo(

)!fa
x)o<

)oo(
xxx

,oo(

)oo(.)oo( )oo(.)oo( x)o<

raat-lira<
)oQ<.roo(

)oo(.)oo(

xro(.)oo(
DO(.)OO(

)oo(.)oo<
m(.rc<

toa<_roq<

too<.)aoi
)oo<.>E(

)oo(.)oo(
)oo(.pq

)fix.xxx
,oo(.)Q(x

-r._ra<

)oa(
)oo(

,oo(
xxx
ffi
xxx
,oo(

xxli.xxx xxx.x)aa x>a\

Anggaran Realisasi
(l€bih)/
hurnng

)oo(.)oo(

)oo(.)ooa

)oo(.)oo(

)oo(.)Qo<

)oo(.)oo{

)oc(.)oc(

xr(x.x)a<
)oo()oa<

)oo<

x)o(

)lr0<

xxxxxx.xxx
)oa(.)oo( )ooa

,o<x.)oo(

ro(.roo(
)E.x,ix

>ooa.xx
,oo<.)ao(

xro(
)E<
iilti

)oo<.)oo<

:aa<.-raaa

)ooa-roo<

)oo(
:aaa
looa

xrx.xxx rK)<.xr(x

)w<.)oo( loo<

.v-v.x.taata

)oq(.)oo(
loot.)ooa
xx-r.xxx
xxi<.raaa

)ooa,rooa

,o(x.roo(

,aa(.)oo(



BiciangPembinaal emasyaratarlrmbalg
Sub BidanB Ketenteraman, Ketertiban Umum, da-rl

Pelindungan Masyaral<at

Sub tsitiarg Kcirudayaan dan iicagarnaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyaral€t

)oq.)oo<
)oo(.)oo(

)oo<
)oo<

xrx.)oo( )ao(.xxx )ao(

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyaralat kmbang

s',h Ri..l.nd l<Fl-,,ten .l2a DFr;k3n3l1

Sub Biciang Pertalian dan Peremakan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Iembang

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungal Anak dal Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
ivienengah (ijir4iiivil
Sub Bidang Dukungan Penanaman Moda.l
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- rt,te.-

Belanja - Bidang Penalgulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesal< le mbang

Sub Eii=rg Per:=::gg'-: l:: rg::r Eercq-=
Sub Bicialg Keaciaan Darurat
Sub Bidarg Keadaan Mendesak.

16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebasai berilmt:

t-Y.x.rcaa

)oo(.)oo(
)oo(.ffi

lcl]<.:.-ra(

x)o(.x)o(
)oo(.)oo(

)iv-l|

)oa(
,oo(

)oo(.)ooa )oo(.)oo(

)oo(

)oo(

)oo<.)oa(
)oa(.)ao(

)oo<
)oo(

:ao!_:._a_! laY--!

taa(.)qaa
)oo<.rc(
)oo(.)@a

)oo<.)oo{
,o(x.)oo(

:aaa

)oo<
,oo(

Penerimaar Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaal terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
2, Penca-iran f)axa Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan lembarlg yang dipisahkan

Pengeiuaran Fembiayatrn rer<iiri dari;
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal l€mbang

17. Aset Irmbang
Perolehan aset desa adalah sebagai berikJt,

Anggaran Realisasi
(kbih)/
kurang

)oo<.xo<
)oq(.)oo(

)oo<.)oo(
)oo(.)oo(

)oo(
,oo<

too<.)oo< :acx.r:lx :o<x

loo<,)oo(
xxx,xxx
)oo(.lao<

)oo(.)oo(
xxx,xxx
)o(x.)oo<

)ool
xiax
)oo(

)o(x.rco( po(.)oo( ,o<x

)aot
)oo{

=aa

2OxO 2Oxl
Penamba-han/
(Pc7t(nrrenoarl\

xxx.)aa<
)oo(,)ao(
:._:._li-=?.:<

)ao(.xxx
)oo(.roo<
s_:._:<. -v-taY

xxx
)ooa

taaa

Tanah
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kenda-rao-ri

xo(.)oo(
EO<.X)Ot

)oG.)oo(

)ao(.)oo<
,oo(.)oo<

)oo(.rao( )a(.)oo(
,oq.roq x.)oo(
lEar-:@ :qq!.:qa!



Gedung <ial Bangunan
Jalal
Jembatar
,,,5ds,/ L,"uu,,6/
Jaringan/ Instalasi
Aset Tetap lainnya
Kenstruksi dalam Pengerjaan

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal kmbang
Pernyertaan Modal lembang pada BUMLem adalah sebagai_bElih1!-_

2OxO

)oc<.>ao(

)oo<.)oo(

)ooa,)oo(
X-^_X- XliX

)oo(-)oo<

,m(,x
){10(.xxx

,oo(.)ox
,oo(.)ooa

;oo(.roo(
)oo(.)oo(
xxx.xliK

)co(
)oo(
)oo(
xxx
)oo(
)oo<
xxx

D U IYILCIII .\.4/\

BUML€m YYY ,oo(.)E
)oot.lGa

,(xx.lqx
)oo(.)oo<
)m(.)oo(

Penambahal/
(Pengurangan)

)oo<
)oo(

2Oxl

xxx.r,.x rxx.xrx

19. dst



! !6Bp kD@ua

Pcmcri ah L.abanS ABC
l(ccamataD KLM, Kabupat n /iYZ

RiDcia A$t Tctap LDbsA pcr 3 I DcsEbcr 20s

Totsl tlilai AE t Tct p pcr 3l DesBbe. mE

(B), Ruek Rinsan (RR), da lRlJ)

Bu]lti tiep€Eilikar
Jdds Nonor Tor|gal Kodc A!.t TctapKlas A*t de Nda/Id.ntitas Ast Tclap

I Tanah Pelsil A. . Llras 22OO m2

A$t Trtap')

I

HGB 23Ol2ila 2 Jvn 20la 2014 Y),00O,0,0O BaiL
iiiidi rr,oi.ii{,,

Rusak Ringan bdum dik tst ui1994

2014 5,OOO,0OO Baik

3
tll Kcn&raan

I Motor, Edk OQA, l&J@, No polisi: Ds BPI(E
2 ___ _____ __.______-____.--...._.

LZii i2 i.2 a Dca 2(,la 'aO t4 io,ri{ru,00t' Baik

3

432 2 Jun 2O\a 2014 75,O0O,OOO Baik

201.

2014 {o,oOO,0OO Bai}
2
j

vU Irisasi/ EEbunA/An SxaSai/ Drainase
r EDbung XYz, t kasi di .............- 2014 4O,OOO,OOO Bark
2
3

I Jarinsrn Li$nk D.sa, l,oka$ dr l20,OOO,OO0 Bsik
2

201,1 30,000,000
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I.3. Forr.ar: l,aponrn Realirrasi Kegiatan Akhi: :llthun LAMP]R,qN II
PERA'IURAN LE III]ANG
NOMOR..... TAlrUN.....
TENT/\NG
t APOIiAN PERT,TNGGUNG JT.WABAN

REAUSIiSI APB LEMBANG

LAP()RAN RE/iLISASI I(I)GIATAI'
PERIODE 01 J/\I\UARI . 30 JUNI I SIEMES1'ER PERTAIdA) / O1 JANUA}II - 31 DI)SOMBER-

IAHUN ,{NGGARN{ .

t.IlMBANi:i
KIiCAMAt,A.N
K.1\BUPA'].ON
PIIOVINS]

ouTlrtJ'f

IIAMA OUIPI,TT
RF]IICANA

UI.AIAN

(eterangan:

' Ptlih snlah sstu Crrtr

Kolom l: ,liisi dcngar, xod. Rek(nina Bidang, Sub Bidrmg dan Kegiatan:
a. UDtuk Kodc rekeling Birlang;
b. Krxle Rckenir,g Sub Bidant;; dan
c. Kodc Rckeding l<egiatan
diisi nomenllaEur-enis kcAatrm !.bagriDrana t.rcantum dslam APB Lmbang yang l?Lih

Kolom 2 : drlalsanakan.
Kolom 3 : diisi nsma outpJt dari k giatan
KoIoEr 4 | diiBi voLumc keeiaran yeng di.encanakax.
Kolom 5 : diisi satuan vohrde:

- jc[lrb.Ltan/bansunan/batang atau rsng acjcnis' lElit
- ja16 ni iriga8i/ dminasc anru yanS 3q,3ni6- M

3

SUIII]ER D,\N,\
Alol.asi

Dana l-,.:mbang

(Rp)

KOD]]

I
f b

REALIST',Sl
Dana
D€sa

(Rp)

Ilentuk
Lain

Airggaran
(Ilp)

Volumt: Satua-rl Ang:gararr
(lap)

llapaiar ( )'d

2 + 5 (t 7 I !) 10 ll l2 13 14

Jurnlah

)

Lain-
f.afur

(Rp)
I 

vrt",;" lsil;

I
E-

t__
L

Kepala Lembang

ttd

(..............................)



))

laolom 6
l(olo1l1 7
liclom 8
)iolom 9
liolom 10
liolom 1l
liolom 12
Iiolom 13
llolom 14

- k.gietE non li6ik peket
-dl
diiri dcngan jumlah d.rna yang dianggarku

'lii,Bi 
volu I kegietan yang t re{rli$asi.

dii.i satLrarl volume.
diisi rcalieltai enggaran yang digr nakan.
dii.i dengan progrr ) pro8cntase capaian.
dii.i denganjumlah p-.nggunalrn Dara D€sa (DD).
dii.i denSanjumlatr p:ngguna{o Alokaai l)aru De6a IA.DD).
dii.i d€ngan jumlah p:nggunar m anSgara)r tlari sumk-r dana se .rdn DD darl ADD.
diili d.ngao aumbangrn/ smdaya masJraratat dan /ltsu tihak lain yang tklak berbentlt uang.



T.4. Format Program Sektoral, Prograrn Daerah, cian Program i,ainnya Yang Masuk Ke
I-mbang

LAiviPiRAii ii
PERATURAN LEMBANG
NOMOR ..... TAHUN.....
TEiiTAi.iG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB LEMBANG

Pi<UU i<Alvl Siri(i UI{AL, Pi<U,U iiA ivi ijAiii<Ali, i-l,Aii Pi<rJciiAivi LArNr\iA'rAiiG rviASi-.r K KE
LEMBANG

L,CI T T L'AITE

Kecamatan
Kabupa.ten
Provinsi

^epara 
rremoang

Kegiatan Angqaran
No. Program

DLllllUCl lJarla

ITEI-I-
r

IIIII
I

-

-
I

I
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